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A ABSTRAK
Pelaksanaan Pensertifikatan Hak Atas Tanah QOleh Kantor Pertanahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
(Tinjauan Yuridis Kasus Di Desa Sudagaran Kecamatan
Banyumas Kabupaten Banyumas)

Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah ‘bertujuan untuk

memperoleh sertifikat hak atas tanahnya dan memperoleh kepastian hukum

yang kuat. .
Tetapi dalam keny‘ataén dalam prakteknya di Kabupaten
Banyumas justru tidak dapat melakukan pendaftaran tanah dengan mudah. -
Hal ini dilihat dari seorang pembeli tanah yang sudah melakukan jual beli
sesual denga'n prosedur perundang-undangan yang berlaku :cemyata
mengalami hambatan-hambatan dalam memperoleh sertifikat Hak Milik
atas tanah. | | |
Tujuan penelitiém tesis ini._un_tuk mengetahui faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan pensei'tiﬁkatan hak atas tanah o‘}leh Kantor
Pertanahan befdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun I1997.
Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan
yutidis empiris ‘yaitu disamping menggunal;(an metode-metode ilmu
pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan, khususnya dalam praktek
pelaksanaan pendaftaran peralihan, hak atas tanah Hak Milik karena jual
beli di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. | v o
| Pendaftaran peraiil}an hak baik itu melalui jual beli maupun
lainnya harus dibuktikan dehgan akta PPAT. Sebab aipabila jual beli tidak
dibuktikan dengan akta PPAT, maka pembeli mungkin akan mehgalami

kesukaran untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah',dibelinya itu.



»

ABSTRACT

THE RIGHT OF OWNERSHIP CERTIFICATION BY THE LAND OFFICE -
. (KANTOR PERTANAHAN) _ -
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NO 24 YEAR 1997
(A LEGAL STUDY AT SUDAGARAN COUNTRY, BANYUMAS DISTRICT,
BANYUMAS MUNICIPAL) '

‘The land owner needs to registér his land in order to get both the right of ownership

certification and a definite legal protection.

The real situation at Banyumas Municipal, the registration process is not that simple.
A real property buyer had been bought a land in correspond with the legal rules was
faced with some obstacles in order to get his right of ownership certification of the
land. ' o :

This research aim is to find some factors that hampered the certification action by the
Land Office based on Government Regulation no 24 year 1997. '

This research is using an empirical legal research method, a combining method of
scientific methods and the reality in the society, especially the practice of transferring
the right of ownership certification by buying and selling at banyumas municipal. ‘

The registration of the right’s transfer both by buying and selling and the other
methods has to prove by PPAT certificate. If it was not the buyer might get trouble in
proving his right towards the land been bought. ) L
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BABI
- PENDAHULUAN

A. Latﬁr BelakangﬁMasalah

| Sebagaimana‘ telah kita ketahui bahwa UUPA merupakan
perangkat hleum yang mengatur di bidang .pertanahan dan
menciptakan hukum t‘anah' nasional yang tunggal, didasrkan pada
hukum ‘adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan d.eﬁgan
kc—:péntingan‘ rnasyarakét dalam‘ negara yang modern..bPerkembangan
perekonomian dewasa ini demikian pesat, dunia usaha begitu maju.
Maka tidak dapat dipungkiri dengan majunya bidang-bidang usaha
membutuhkan 1n0dal, yang antara lain bisa dengan perantaraan
‘per.tanahar_).

Karena bidang pertanahan ikut .bérperan, ﬁntuk itﬁ dibutuhkan
status hukum, kepastian hukum dari tanah tersebut serta kg:pemilikan
secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA ayat 1
yaitu bahwa :'

“Untuk menjamin .kepésfian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wila)(ah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. “

o
¥

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya, Djambatan,
Jakarta, 2003, halaman 558. : -

(UPT-PUSTAK-UHDIP! |




Disamping untukjkepastian hukum bagi status tanah tersebut,
pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang hak atas .
tanah, agar Kepemilikan haknya‘tidak terganggu oleh pihak—pihak :

yang berkepentmgan terhadap tanahnya Untuk 1tu dltegaskan dalam.

sw:.. B

Pasal 19 ayat 2 huruf'c UUPA, ba_hwa :
“Pendaftaran tanah dalam Pasal ini meliputi : ._
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.”
Alat pembuktian diberikan berupa sertifikat sebagaimana

disebutkan pada Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 tahun 1997, yaitu :°
“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalarﬂ “
Pasal 19 ayat 2 huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
~ yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.”

Pendaftaran tanah bagi pemiliic tanah bertujian untuk
rnemperoleh sertifikat hak atas tanahnya dan memperoleh kepastian‘
ﬁukum yang kuat. |

| Tetapi dalam kenyataan dalam prakteknya di Kabupaten
Banyumas justru tidak dapat melakukan pendaftaran tanah dengan

mudah. Hal ini (:_lilihat dari- seorang pembeli tanah yang sudah

? Ibid, halaman 558.
* BPN,Pendaftaran Tanah di Indonesia Koperas: Bumi Bhakti BPN, Jakarta 1998, hal.5



‘melakukan jual beli sesuai dengan pro'se':dur pqrundang-undangan ‘

yang be’rlaku‘ ternyata - ni'éngalami hambatan-hambatan dalam

memperoleh serﬁﬁka't Hak Milik atas tanah.

Disini akan penulis sampaikan uraian singkat mengenai kasus

.yang terjadi di desa Sudagaran kecamatan B_anyumas‘ kabupaten

Banyumas, antara lain sebagai berikut :

1.

Nsebidang tanah terletak di desa Sudégaran dengan
status tanah Pertanian milik saudara S. Ruslan '
| Tirtosumarto, Persil Nomor 13.D.I, Kohir Nomor C
1151, seluas 269 m?, tanah tersebut merupakan taﬁah
warisan ciari almarhum ayah S.Ruslan tersebut,
pada tanggal 15 April 2002 diadakan jual‘beli pada
saudara Nasun M:artodirejo di hadapan Kepala Desa
dan perangkat. desa Sudagaran sebagai saksi-saksi,
déngan harga jual Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta

rupiah) dan dibayar secara tunai saat itu juga, -

jual. beli' tersebut dilanjutkan di hadapan PPAT

- Drs.Prasetyo di kecamatan Banyumas pada tanggal 22

April 2002, dengan disaksikan saudara Kaswin
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 sebagai -sgkretai'is desa” Sudagaran dan. saudara

Riswanto éeba;gai Kepala Desa Sudagaran, |

denéaﬁ diadakan jual beli dihadépan PPAT tersebut
pembeli mémperoleh‘ bukti berupa Akta -Jual Beli
dengan Nomor 28/ PPAT/ C/ BMS/2002, yang
kemuciian didaftarkan pada Kantor Pertanahan'
setempat untuk méfnperoleh slertiﬁkat hak atas tanah,
namun sehubungan .dengan surat da;'i Kepgﬂa Desa
Riswanto ke Kantor Pe;tanaha;n yang, i§111ya memohon
agar ‘permohonan sertifikat pembeli tersebut d'iatas
agar ditunda, karena ternyata tanah tersebut taﬁah
serigketa; karena ternyata' ayah p.enjua.i 'semaéa
hidupnya pemah menyuruh  seseorang  untuk

mengurus dan memelihara tanah tersebut, orang inilah

. yang meminta agar pensertifikatan tanah agar ditunda

dahulu, walaupun pihak penjﬁal menyatakan bahwa

tanah tersebut merupakan warisan dari ayahnya,

. demikianlah walaupun secara hukum éudah sah jual

beli yang dilikukan, tetapi oleh Kantor Pertanahan

akhirnya ditunda pensertifikatan tanahnya.
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Berkaitan dengan ur;aian ‘'singkat kasus tersebﬁt; bila ditinjau

. secara yuridis, perbuatzi‘h ‘ﬁuk{llm yang dilakukan:peml.)elhi‘dan pehjual

sudah sesuai aengan peraturan perundang-uridangan, yaitu pada

1. Perbuatan hukum jual- Beii tanaﬁ yang dilak‘uicanf (iilhadapan PPAT
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1
Pere&uran Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang antara lain
menyebutkan bahwa peralihan hak atas. tanah dan hak milik \atas.
satuan rumah 51;sur1 ﬁlelalui jual Beli;i tukar menukar, hibah, dan
perbuatan hukum pefnindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan
jiké dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
‘berwenag menurut ketem'ua.m perundang-undangan yang bcrléku :
dan bahwa akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1
tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan
hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sel;urang—
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang merﬁenuh_i S}’farat untuk.
bertindak sebaga;i saksi dalam perbuatan hukum itu.

2. Pembeli telah mempunyai aha jual beli yang dibuat PPAT,
slebagaimana‘ disyaratkar_i"u oleh P‘asal 1 Nomor.. 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 | féhun 1998 tentahg Peraturan J ;batan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang- fnenyebutkan bahwa akta
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PPAT 'adalah akta -yang'ldibuat oleh PPAT sé'b“'e:igai.bukti telah
dilaksa;lakan perbuatein ‘hukum 'terten_tu; :;nengenai hak atas
tanah.Oleh karena itu pembeli sudah‘ sah menjadi pemiliknya dan
dapat segera mendaftarkan tanahnya pada Kantor Pertanahan
setempat.

" Namun Kantor’Per,tanahan Banyumas meﬁolak memproses
pendaftarannya dengan. alasan tanah tersebut masih dalam
'Sengketa. -

Pembeli y;clng merasa dirugikan mengajukaﬁ gugatan lewat
Pengadiian Negeri - Banyumas, ia menggugat para pihak yang
| menghalangi proses pembuatan sertifikat hak milik atas tanahnya.

" Mengingat sangat berartinya seﬁiﬁkat hak atas tanah bagi
pemiliknya, namun dalam praktek tidakﬁmuﬂdah méndaftarkannya
di Kantor | Pertanahan Banyumas, untuk itu penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul :

“Pelaksrahaan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Oleh Kantor }
Peftanaﬁan Berdasgrkr;m Peraturan Pemerintah Némor 24 Tahun
1997.”(Tinjauan Yuridis Kasus Di Desa Sudagaran Kecamataﬁ

+ Banyumas Kabupaten Banyumas)
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B. Pei‘umuShf;xtl Masalah

2

- Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan yat;.g akan dibahas adalah sebagai berikut :

1.‘_Faktor—fal‘<tor éi)a saja yang menghambat pelaksanaan -

pensértif‘ilk.atan:hak atas ta;n:elh oleh Kantor Pertanahan

| berdaséfkan Peratufan Pemerintah Nomor 24 tahun
1_‘997 ?

2. Bagaimanakah peranan Kantor Pertanahan Kabupaten

Banyui:nas dalam'menyelesaikarn perselisihén tersebut

: k;erdasarkan Peraturan Pefnerintah Nomor 24 tahun
19979

3.' Bagaimanakah éara penerbitan sertiﬁlgat hak atas

tanahdalam kasus tersebut ?

C.Tujuan Penelitian
| 1. Untuk ‘mengetahui peranan ~ Kantor Pertanahan
Kabupafceni Banyﬁmas dfila'm menyelesaikan
Iperéelisihan tersebut-  berdasarkan  Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.



2. Untuk mengetahm faktor-faktor yang menghambat
pelaksqqaan pensertlﬁkatan hak atas tanah oleh

s \ !l
Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Sy
(3

Nomor 24 tahun 1997.

3. Untuk mengetahui cara penerbitan sertifikat hak atas .

tanah dalam kasus tersebut diatas.'

D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat
menJadl _sumbangan ilmu penfretahuan dalam
pengembangan lilmu hukum, - khususnya _hul;um
agraria.

2. Manfaa;t praktis yaitﬁ hasil penelitian ini diharapkan N
.- dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil
| kdébij.akan bila timbul mas.;:llah yang berkaitan dengan

pendaftaran tanah untuk memperc;leh sertifikat hak

" atas tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ~

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanaﬁ
’2.1.1. Dasar Hukum dan Tujuan ?endaftaran Tﬁnah
Sebclﬁm membic‘a-rakan tentang pendaftaran Itanah‘

untuk memperoieh sertifikat hak atas tanah dengan
permasalahannya maka ada baiknya kita‘ mengetahui
del;misi dan ubatasan-batasan tentang bidahg tan;\h itu
sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Pasai 1 ayat (2) berbuﬂyi sebagai berikut :

“Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang
merupakan satuan bidang yang terbatas™

Telah sedikit disinggﬁng' dalam latar belakang
. b,ahwé tanh merupakan aset yang sangat berharga dan
penting pada saat sekarang ini.

Banyaknya manfaat sekaligus pérmasalah yang
timbul ;lan. bersumber dari kepemilikan hak“ataé tanah.
Untuk mengantisipasi segala bentuk perselisihan yang

mungkin terjgdi, mTzlka oleh Undang-Undang jpemilik hak -

wajib mendaftarkan tanah yang menjadi uhaknya, agar
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tidak terjadi sesuaty yang merugikan di kemudian hri,
s.ebagain'iana dise'buti{{'zi'n‘li‘:‘.iei'cija.é Pasal 4 ayat (3) Peraturan
 Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yéng-berbunyi sebagai
berikut :
“Untuk mencapai tertib administrasi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, setiap bidang tanah dan
satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan
hapusnya hak-atas bidang tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun wajib didaftarkan”. :

Dengan demikian hak atas suatu bidang tanah
harus didaftarkan haknya pada kantor perfanahan
setempat dimana tanah itu berada. Disamping merupakan
kewajiban dari pemilik hak atas tanah, pendaftaran hak
atas tanah, juga untuk melaksanakan Pasal 3 huruf ¢

- Peraturan Pemerintah - Nomor 24 Tahun 1997 yang.

. berbunyi : -

“Pendaftaran tanah bertujuan
¢. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Sehingga dengan mendaftarkan kepemilikan hak

atas bidang tanah tersebut maka pemiliknya mempunyai

-

kepastian, keku_atan dan perlindungan hukum atas

-

kepemilikan tanahnya.
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Dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan
Pcrlindﬁnga_n Hukum , tentang kedudukan, status taﬁé’h
agar tidak terjadi sen'gketa dan kesalahpahaman baik
mengenai batas maupun siapa pemiliknya, maka UUPA
sebagai sﬁatu undang-undang yang memuat dasar-dasar
| pokok_d_fbidang agraria yahg merupakan landasan bagi
usah pembaharuaﬁ hukum agraria untuk memberikan
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta
.kekayaan -_alam yang térkandung didalamnya untuk
kesejahteraan bersama secara adi!."

Tujuﬁn UUPA ar;téra lain menjamin kepastian
hukum Untuk rhencapai tujuan tersebut UUPA té‘lah
mengatur pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 19 ayat (1)
UUPA yang Berbunyi “Untuk ‘nienjamin képastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah dis eluruh
wiléyah quonesia‘ menurut kepastian hukum oleh
pemerintah diadakaﬁ pendaftaran tanah di _seluruh wilayah
Ir}done;ia meﬁurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah™.



Pasal 19 ayat (1) tersebut diatas merupakan yang ditujukan
kepadapemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Indonesia. Artinya bahwa undang-undang,
_ peraturan-peraturan telah memerintahkan _Ipeﬂmerintah untuk
melaksanakan peﬁd’aftaran tanah. ..

Hal terse_but dip;:rjelas aengan bunyi Pasal 1 ayat 22, Pasal
5 Pasal6ayat(1),(2):

Pasdl 1(2): ‘B‘adan Pertanahan Nasional adalah lembaga
pemerintah non departemen yang bidang tugasnya meliputi

pertanahan.

Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan |
- Pertanahan Nasional. ‘

Adapun peraturan hukum ‘yang menjadi dasar dari
pendaftaran’ hukum yang menjadi dasar dan pendaftarah tanah
‘ adalah : | |

. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Per‘l,daftaran ‘Tanah guna '
merupakan pcnyempumaén dari PP Nomor tahun 1961

. PMNA Nomor 3 Tahun 1977 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP
No. 24 Tahun 1997 |

: Ketefapan Menteri Negarz; Agraria / Kepala BPN No. 14 tahun

1997 tentang PPAT.



13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan‘

jabatan PPAT.

Pendaftaran tanah - yang dimaliéud Pasal 1 angka 1
Peraturan pemerintah-Némor 24 Tahun 1997 yang secara tégas
mengatur penge}tian pendaftaran tanah, yaitu

Pendaftaran tanah adalah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan

- daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

* susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian
surat tanda haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada -
haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya'. :

Adapun tujudn pendaftaran tanah menurut Pasal 3 PP
Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
~ kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan bidang
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah
dapat -membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan. _ '

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
brekentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ‘

' Lembaran Negara Rl Nomor 59 Tahun 1997, Agraria, Pertanahan, Pendaftaran, PPAT, UUPA,
Serifikat, Jakarla, 1997, hal. 2.
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Menurut Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto
tujuan daripada pendaftaran tanah itu adalah sebagai berikut : 2

1. Memberikan Kepastian Obyek

Kepastian mengenai bidang teknis, yaitu kepastian mengenai
letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan, hal ini
diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari baik
dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan pihak-pihak
yang siapa yang berhak atasnya/siapa yang mempunyai dan ada
atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pibak ketiga).

- Kepastian mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan
diperfukan karena dikenal tanah-tanah dengan berbagai status:
hukum yang masing-masing memberikan wewenang dan
meletakkan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak-
‘pihak yang mempunyai hal mana akan berpengaruh pada harga
tanah. ' L '

2. Memberikan Kepastian Hak | :

Ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukumnya, siapa yang
berhak atasnya (siapayang mempunyai) dan ada atau tidaknya
hak-hak dan kepentian pihak lain (pihak ketiga). Kepastian
mengenai status hukum dari tanah yang bersangkutan diperlukan
karena dikenal tanah dengan berbagai status hukum yang masing-
masing .memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-
kewajiban yang berlainan kepada hak-hak yang mempunyai, hal
mana akan berpengaruh pada harga tanah - ‘

3. Memberikan Kepastian subyek -
Kepastian mengenai siapa yang mempunyai, diperlukan untuk .
mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan. untuk dapat
melakukan perbuatanperbuatan hukum secara sah mengenai ada
atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga. Diperlukan
unutuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-
tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan
tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman’.

-

? Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwnto, Eksistensi Prona sebagai Pe!aksaﬁaan Mekanisme
Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 21.
? Ibid, halaman 23. :
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat digarisbawahi, bahwa
tujuan daripada pendaftaran tanah adalah untuk memberikan
kepastian terhadap obyek tanah, hak dan kepastian subyeknya.

Hal yang senada | dikemukakan Effendi Peranginangin
menjelaskan nbahwa pendaftaran hak atas tanah meliputu sebagai
berikut :

a. Pengukuran, pcmetaén dan pembukuan yang menghasilkan peta-
peta pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaftaran tanah dan
surat ukur dapat diperoleh mengenai kepastian luas dan batas
luas dan batas tanah yang bersangkutan.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pefalihan hak-hak tersebﬁt
termasuk dalam hal ini pendaftaran atau pencatatan daripada hak-
hak lain (baik hak atas tanah maupun jaminan) serta beban-beban
lainya yang membebani hak-hak atas tanah yang didaftarkan itu.
Selain mengenai status daripada tanahnya, pendaftaran ini
memberikan keterangan tentang subyek dari haknya, siapa yang

berhak atas tanah yang bersangkutan.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang menurut Pasal 19
ayat (2) berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat®.

Sementara itu dalam pelaksanaan pc;ndaftaran tanah salah
satu ketentuan yang perlu dipejrhatikan adalah mengenai
pemasangan tanda batas sebagaimana yahg disebutkan dalam
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni :

(1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran
tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur, setelah

4 Effendi Peranginangin, Sari Hukum Agraria I, Konservasi Huk Atas Tanah, Landreform,
Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum ul, Jakarta, hal. 77.
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ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya
ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang

bersangkutan. , _ |
Dalam penempatan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik
diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan paar pihak

yang berkepentingan.
Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib

dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan ‘tanda batas oleh

Menteri.

‘Berdasarkan ketgntuan tersebut pemegang hak atas
mempun-yai kewaj ibanluntuk memasang atau menempafkan tanda
batas. Dengan dilaksan;'clkannya'kewajiban memasang tanda batas |
oleh pemegang hak atas tanah, akan mefnbe’rikan kepastian
hukum mengenai data fisik Vterhadap batas tanah yang dimiliki

atau dikuasai.

2.1.2. Sistem dali Asas-asas Pendaftaran Tanah.
A. Asas Pendaftaran Tanah
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997, Azas Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas

‘sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar

ketentuan-ketentuan _pokoknya maupun prosedtirnya dngan
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mudah dapat Piipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan . -

terutama para pemegang hak atas tanéh.

‘Asas amaﬁ dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa.pendaftaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat seﬁingga
" hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum  sesuai ,
-dengﬁn tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihék
yang memerlukan, khususnya derigan memperhatikan kebutuhan
da.n kbmampuaﬁ golongan ckonomi lemah.

Asas mutakhir,' dimaksud kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharan datanxya.
Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Unfuk itu perlu diikuti kewaj iban mendaﬂgr dan p'endatatarlx yang
terjadi di kemudian hari. Sehingga diharapkan yang tersimpan di
Kantor - Pel‘tanahan_ selalu sesuai dengan keadaan nyata di
lapangan.

Azas terbuke}, dirgakéud bahwa masyarakat dapat memperoleh
'keterangan mengenai data-gata yang benar setiap saat.

B._ _Sistem Pendaftaran Tanah
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.Pel;daftaran hak-hak atas tanah bertujuan membefikan kepastian
hukum bagi pemegang hak dalam arti kepastian tentang jenis hak
(hak milik, hak guna usaha, hak guna Bangunén; hak pakai, dan
sebagamya) lokasi/letak tanah luas tanah dan batas-batas tanah
yang jelas tepat dan benar, demikian juga setlap peralihan hak
hapusnya hak serta pembebanannya semuanya memeriukan
pendaftaraﬁ guna hlencegah terjadinya komplikasi hukum.
Didalam pendaftaran tanah oleh Boedi °11arsono‘dikenal'dual 2)
" macam stelsel pendaftaran tanah‘yaitu :
1. Sistem Negatip
Adapun c{ri yang pokok dari sistem ini adalah bahwa pendaftaran
‘tanah tidak Iﬁemberikan jaminan bahwa orang yang namanya
terdaftérvdalam buku tanah tidak dapat dibantah walaupun ia
beritikad buruk. |
Sisferh'negatip ini cfiéunakan di negara belanda, Hindia belanda,
negara Bagian Amerika jserikét dan Perancis, apabila diperhatikan
atau’ dibandingkan éistem negatip dengan positip maka sistem
negatip ini adalah kebalika'n dari sistem tersebut. Pada sistem

pendaftaran negatip ini apa yang tercantum dalam buku tanah

dapat dibantah, walaupun ia beritikad baik dengan kata lain
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bahwa pcnda_ftaran_tidak'mc.mberi‘kan jaminan bahwa néma yang
tercantum dalam daftar dan sertipikat mempunyai Rekuatan
hukum dan harus dite?ima oleh Hakim d’pab_ila terjédi sengketa
hak sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat bukii
yang lain yang membuktikan s,ebaliknya
Jadi kelemahan dan stelsel ini adalah :

.Tidak memberillan kepastian pada buku tanah

Peranan yangﬁpasip dari pejabat balik nama

Mekanisme'yang sulit ‘serta sukar dimengerti oleh ofangforaﬁg
biasa. e
2. Sistem Positip
Adapun ciri yahg pokok dari stelselaini adalah bahwa pendaftaran
m‘el'ljamin dengan sempurna bahwa nafngl yang terdaftar dalam

buku tanah tidak 'dépat dibantah, walaupun ternyata ia bukan 7

pemilik yang sebenarnya.

- Adapun sistem ini dikenal di negara Australia, Singapura,

Indonesia, Jerman, dan swiss, dalam sistem positip ini segala apa

yang tercantum di dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat

‘tanda bukti yang dikeluarkan adalah hal yang bersifat mutlak,

arfinya mempunyai kekuatan pembuktian- yang tidak dapat
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diganggu éugat. Disini pendaftaran berfuﬁgsi sebagal jaminan

/ yang smepﬁrna dalam arti bahwa nama yang tercantum dalam
buku tanah tidak dapat dibantah kebenarannya sekalipun
narﬁ;inya orang tersebut bukan pemiliknya. Mengingat hal yang
demikian inilah maka pendaftaran hak dan perallihanﬁya selatu
‘memerlukan perr;eriksaan yang éangat teliti dan seksarﬁa sebelum
pekerjaan peﬂdaftaran dilaksanakan, para pelaksana pendaftaran
tanah hafu_s bekerja secara aktif serta harus mempunyai peralatan
yang lengkap serta memakan waktu yang ,cukup lama dalam

I-meyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat dimaklﬁmi karena
pendaftaran l_lak tersebyt mempunyai fungrsi pendaftaran dan
kekuatan yang mutlak, dengan demikian pengadilan dalam hal ini
merﬁbunyai wewenang di bawah kekuasaan administratif.
Adapun keléma_han dari stelsel ini édalah :

- Peraﬁan yaﬁg aktif pejabat Balik Nama ini memerlukan waktu

yarg lama.
- Pemilik yang berhak &‘apat kehilangan hak diluar perbuatan
dan kesalahannya |

- Apa yang menjadi wewenang Pengadilan negeri diletakkan di

bawah kekuasaan administratif.
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Sc—:danékan sarjana lain A.P. Parlindungan dan Mariam Darus
. Badrulzaman m‘enamBah satu sistem publikasi lagi yaitu :
3. Sistem Toqens
Sistem ini dipergfmékan di negara .Australia dan Amerika
“Selatan. Menﬁfut sejarahnya sistem torrens ini berasal dari nama
atau nama penciptanya yaitu Robert Torrens. Cara kerja sis:tem
Torrens adalah dengan 'méngadakan kantor-kantor pendaftraran
tanah pada setlap daerah yang bertugas mencatat setiap hak-hak
atas tanah dalam buku tanah dan dalam salinan buku tanah
kemudian barulah diterbitkannya sertipikat hak kepada pemilik
tanahl dan sertipikat yang teléh diterbitkan tersebut berlaku
sebagai alat pembuktian yang sempurna sehingga setiap orang
pemegang sertipikat tidak dapat diganggu gugat lz;.gi, oleh karena
sifat yang demikian itulah maka sistem Torrens sama dengan
| positi}?; |
Di dalam Pasal 19 ayat (2) hu_ruf C. I;Tndang-undang Pokok
Agraria menetapkan bahwa surat tanda bukti yang akan
dilekuarkan berlaku sebe;gai alat pembui(tian yang kuat, dari
bunyi pasél ini, maka - jele{:";lah bahwa negara Indonesia

menggunakan sistem negatip mengandung - positip. Adapun ’
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| pcnge;tian negatip adalah kemungkinan sertipikat ygng dimiliki

se;eorang dapat dirubah, | artinya : Positip adalah Kantor
Pertanahan Nasional akail' berusaha serﬁaksirnal mungkin agar
terhindar dari kekeliruan, adépun cara yang dilakukan 'yaitu
dalam pembuatén sertipikat tanah .ada pengumuman, dalam
menentukan batas tanah dengan mengikutsertakan" tetangga
(Contradictore dgliminatie) dalsm pendaftzfran hak atas atanah.
Adapun di Indonesia-ti‘deik dipakai sistém Positip Murni karena
data fisik di negara kita masih semrﬁwut apalagt de;ta yuridisnya.
Hal ini juga diperkuat didalam Pasal 32 ayat (1) peraturan
‘Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagéi
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan tata yuridis
yang termuat didalamnnya sepanjang data fisik dan data yuridis
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku *
tanah hak yang bersangkutan’. .
Adapun yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis adalah
sebagai berikut | -

a. Data fisik adalah ketefangan mengenai letak, batas dan lus

bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk

* Lembaran Negara Rl Nomor 59 Tahun 1997, Op. Cit, hal. 20.
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keterangan mcngenai adanya bangunan atau bagian bangunan

- diatasnya.

. Data yuridis acialah keterangan mc:angenai status'hukum bidaﬁg
tanah -dan satuan furnah susun yarilg didaftar, pemegang Haknya
dan pihak lain serta bahan-bahan' lain yaﬁg membebaninya.
Adapun data fisik tersebut dépat diperoleh deﬁgan cara petugas <
datang ke lokasi pengukuran,‘kemudian menetapkan tanda batas
dengan mengikutsertakan tetangga (cz;nrradictoire delimitatie)
Persesuaian antara data fisik dan df.ta yuridis yang dlimaksudkan
.dalam pasal ini ti&ak-berafti tanda| bukti bak atas tan_ail tersebut
mempunyai kekuatan pe:nbuktian yang mutlak, sebaba disini
akan dibuktikan lagi unsur itikad baik, dalam hal ini maka hakim -
lah yang akén memutuskan bukti mana yang sah ini lmengandung
arti bahwa s;értipikat tanah sebagai alat bukti yang-kue:t. |

- Sementara itu ag'ax“ penyelenggarellan pendaftaran tanah dapat
terlaksana dengan baik oleh masyarakat, - maka didasarkan pada

asas-asas yéng tercantum dalam Palsal 2 PP No. 24 Tahun 1997,
| o

A

yaitu @
’ |

1), Asas sederhana, dalam- pendaftiarar"‘i tanah dimaksudkan agar
| |

ketentuan-ketentuan pokoknya %maupun prosedurnya dengan
|
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mudah  dapat dipahami oleh. pihakOpihak  yang

~ berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

Asas aman dikmaksudkan untuk menunjukkan; bahwa

pendaftaran tdnah perlu diselenggarakan secara teliti dan’

cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan

kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-

pihak yang memetlukan. Khususnya denganmemperhatikan
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonorr}i lemah.
Pélayanah yang diberikan dalam rangka penyélenggaraan
pendaftaran taﬁaﬁ harus bisa terjzingkau oleh pafa p‘ihﬂlé yarlg

memerlukan.

Asas Muktakhir dimasidkan kelengkapan yang memadai -

dal‘am pelaksaraannya =~ dafi  kesinambungan  dalam
ﬁemeliharaan dgtanya. Data yang t_ersedia'harus menupjukkan
keadaan ya;g'niutaklir. Untuk itu perlu diikuti‘kcwajiban
meh.daftar dan pencatatan perubahan-perubahén yang terjadi

dikemudian hari.

i
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v

5). Asas Terbuka dimaksudkan masyarakat dapat memperoleh

keterangan mengenai data yang benar setiap saat di Kantor

Pengadilan.

2.1.3. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 11 PP 24 tahun 1977 pelaksanaan tanah

meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan

1

pemelihara'an dan pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 12 disebutkan : -

(1

a.-

o o T

)

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Pembuktian hak dan pembukuannya

Penerbitan sertipikat

Penyajian data fisik dan data yuridis

Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Kegiatan pemeliharaan data-pendaftaran tanah meliputi :
Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak
Pendaftaran pérubahan data pendaftaran tanah lainya

Pendaftaran tanah .un_tuk pertama kali adalah kegiatan

pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah

yang belum didaftar berdasarkan PP 10/1961 dan PP 24/1997,

fﬁw -PUSTAK- s.mmp!
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yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanahl.secara sistematik
dan pendaftaran ltan,ah secara periodik.

Pendaftaran tanah sccara sistematik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk ”pertama kali ya:mgf' dilaktikan secara
serentak yang inelipu_ti semua obyek p‘endaftafan tanah yang
belum didaftar dalam wilayah atéﬁ b;igian wilayah suatu desa dan

) kelurahan®,

- Pend_a:ftaran tanah secara sistematik fdis.ellgngga‘rakan oleh
prakarsa pemerintah berdasar atas suatu rencana kerja jangka
panjang dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan
oleh Menteri Negara Aéfaria/kepala BPN

Pendaftaraﬁ tanah secara sporadik adalz;lh kegiatan
pendaftaran untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa
obyek pendaftaran tanah dalam wila;ah atau bagian wilayaﬁ
suatu desa/kelurahan secara inciividual atau Iﬁa‘s‘salp". Pcndaftéran
tanah sécara sporadik’ dilaksanakan atas permintaa;l pihak yang
berkepentinéan. | | |

Pemeliharaan Qan pendaftaran tanah adalah kegiatan

pendaftran tanah untuk menyesuaikan data fisik-dan data yuridis .

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan-Jakarta, 1999, hal. 460,
7 Ibid, hal. 461.
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dalam peta pendaftaran , daftar tanah, daftar nama, surat ukur,
buku> tanah dan sert:ipikaf ‘dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudiaﬁ;
" Menurut Boedi Hé‘rsono dalam B;Jkunya Hukum Agraria -
Indonesia Pemélihafaan-data pendaftaran tanah meliputi ;-
I. Pemeliharaan data karena pemindahan hak yang tidak melalui
lelang
2. Pemeliharaan datakarena peﬁiﬁdahan hak memalui lelang.

3. Pemeliharaan data disebabkan pémindahan hak karena

¢

pewarisan

4. Pemeliharaan data disebabkan perpanjangan j.angka waktu hak
atés tanah | |

5 Pemeliharaan data karena peralihan dan hapusnya hak
tanggungan

6. Pefneliharaan data karena perubahan nama .

7. Pemeliharaan data berdasarkan putusan atau penetapan ketua
pengadilan -

8. Pemeliharaan data sehubﬁngan dengan perubahan hak atas

t__anah



qifesm ‘yeuw) vereyepuad euesyejad jeqefod Sue100s ye[es 185eQas
IVdd ‘uemnySuesiaq Suef epje rueduejepuenp. [e83uel Jelss
el1ay wey (ynlm) L'B&u1eqwe[-ieqmé[ag : ue){gn;qaz(usm Op 1esed
-80S *(6€ [esed qese[afuad) ueyeuBL] JOJuE] Ip epe Suek teyep
-Ie)yep ueduop Jeyidiues wefep 1edepin) Supk BIRpUBY0000UIW
ure] vrejue upmySuesiaq Suek wnyny uejenqiod eduyes ymun
jeeAs-1eIeAs BSyUOWIW. ynjun esn{ qeme_f' Sun33ueing 1Vdd .
'ué1n>13ue's19q Suekl
yey ueueqaqued uep ueyeputad uereyepued jnjun jeny Suedk
Tesep ueyedniow Suek yeue) uergyjepuad viep ueereyijowad 18eq
‘BJEp JoqUINs nyes ye[es ueyedniow LVdd enfe ‘UeR{Iuop uesua(]
. roje[Iaq Suei
ueSuepun-Suepuniad ueinjerad uenju2lay JNINUSW FuBRUIMIS]
Suek Ivdd Yoo tenqgp Suek epe ueSusp ueIpnqip BIf
ueyIeepip jedep. eAuey Sue(a] 1n[e[ow yey veyepuiiod [[En0dY
‘e uure] ey ueyepurwed wmyny uejenqid uep ueeyesniad
weep ueynsewsd ‘yeqry ‘eynuaw Ieyny ‘1jaq [enf njepow
unsns Yewnl uenjes seje I[IW ey Uep yeue) Seje By Ueyieldd
: queq

uexdelouowr (1) 1eke-LE [esed ‘L66] unye] yz "ON dd
| -Sue|a] Ijejow yepn suek ey uéqepyuuad BUIRY BJEp

ueereyrppwad mred uesimuad ueyeesewrad veduop ugSungnylog

Buek ueﬂsetg_fuam uexe efugy sinuod 1ur ey weeQg

8¢



Jemns yequenp ‘sele I1p- Ingesip Suek 1eSeqss ueyredwesip
Sued  udWMOp-USWINNOp  UDYDp42y wnyaq  eAuwnyny
uerengiod 2£qo ueyipelip ueye Sue yeue) sem. Yey ey were(]

-Suenia) Ingasio) Jefed [ey weep ‘9661 unge], £z J0WoN
of p66] unyel 8 JOWON Uejullowdd UBIMjEId] we[ep
pnsyewip eueweseqas ‘Ydd uveresequiad ueseunied ng 8
‘SueInIo) INQaSIS] BAQ WE[Ep L661 UNYRL 17 JOWON Suepup)
-Suepup) weep pnsyewp vueuneSeqes CumpunSueg  uep
yeur], seyy ¥eH ueya[diod eag ueredequiad ueseuniad yng ¥
() 1ehe g6 |esed wiejep pnsyewip Sued ey ueyepurwod wrzy 9
' : ‘aeyeue)Rd
jojuey] 1p epe Sued Jeyep-leyjep UeSUSD BAUURIENSISIY.
uejelEs  Iynqnqip yepns Sued ‘ueylerp unsns yewnJ
uenges Sepv. MIUA deH neje yeue) seie ey [se jeidnmeg P
A - T YeY BWIISULW
Sued >eyld vep uexyyeSuow 3uek yeyrd sepuspl mpyng o
-ugnySuesiaq Suek yeue) yelo] nndijauwr
vAuelioy yeioep Suek uep jeqelustu YIsew BRE uejenquiad
npem  eped Suek ‘Lvdd 1enqip Sued uzymSuesIaq
Sued ey ueyepurwad wiyng vepengiod Suejuo) ey ‘q
. SI[N}12) BSBIY JEINS [B1IDSIP ‘UeuOyouIad
ueynfeSuow Jued pues ey ewuouad ueynq eyiqede
Guepos ‘eAuesenc| neje ey puouad yojo tueSuelepUENp
Juek ey ‘ueyijesod  uereyepuad  ueuoyowsdd  jeIng e

‘ :'g.uap 1pIay Suek £661 UNYR], € "ON [1USW ﬁemrexed €01 Tesed
wepep DULIP M1 ueyredwesip SUBK USWINOP-USWINNOP Ie)jepIp
yepns Juek yeue) Suepiq gp.uaf)’uwaul }['8[’{ ueqépugmad ey urereq

| .'_Bz(uuemgepugd sasoxd uexéuesxemj
eI080s jedep IeSe ueqeueua&. JojuEy epeday I;Bln)IBUBSJQq Suek

u:;mmlop—uamm[op m}n.xéq eAmenqIp Sued epfe uemeduxe&uaui

6T



30

‘permohonan untuk pendaftar hak atas yanah tersebut, Yang
ditandatangani pihak yang mengalihkan, disertai dokumen-
dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran hak yang
bér_sangkutan untuk pertama kali ‘(Pasal 76).
Pasal 105 mengatur sécara rinci apa yang harus dilékukan oleh
| Kepala Kantor Pert'anahan' dalam panéatataﬁ peralihan hak
tersebut diatas, yaitu: |
a. Nama pemegang hak lama dalam buku tanah dicoret;
b. Nama atau nama-nama pemegang hak baru ditulis dalam
buku tanah dan jika ada juga besarnya bagian tiap pemegang
hak tersebut; o
c. Pencoretan dan penulisan nama pemegang hak lama dan
yang baru itu dilakukan juga pada sertipikat dan daftar
_ umum yang memuat nama pemegang hak yang lama;
d. Perubahan juga diadakan pada Daftar Nama
Sertipikat hak yaﬁg sudah dibubuhi catatan perubahan diserahkan
kepada pemegang hak baru atau kuasanya. -
Dalam hal yang diélihkan, hak yang belum didaftar, akta PPAT
yang bg:rsangkufén. dijadikén alat bukti dalam pendaftaraﬁ

pertama hak tersebut atas nama.pemegang hak yang terakhir

(Pasal 106).

2.1.4. Pendaftaran peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual

beli dan Faktor-faktor yang Menghambat.

o
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2&J4JJ Pendaftaran Peralihan Hak Milik Tanah karena Jual
Beli |

Instansi yang ditugaskan pemerintah untuk melaksanakgn
pendaftaran tanah .berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26l .
Tahun 1988 adalah Badan Pertanahan Nasioﬁal -Ménurut Paé_al 19
Keputusan Presiden Nomor 26 Tﬁhuﬁ 1988 menyebutkan
Deputi bidang pengﬁ-kuran dan pendaftaraﬁ tanah lmempunyai
tugas ﬁaelak_sanakan sebagian tugas badan pendaftaran tanah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
perténahan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Deputi baidang pengukufan :dan pendaftaran tanah tersebut ‘
bertanggung jawab langsung Repaaa Kepala Badan Pertanahan.
Selain melaksanakan tugas sebagian yang dimaksud dalam
Pasal 19 deputi Bidang Péngukuran dan Pendaftaran tanah juga
menyeleﬁggarakan ' fungsi_ sebagaimana yangl diatur dalam

- Pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 meliputi :
~a. Menyusun rencana dan mclaksanakan pengukuran, pelﬁetaan
dan pembukuan hak—hak atas tanah.
b. Memberi tanda bukti hak atas tanah dan pembebanan hak atas

tanah.
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c. Lain-lain yang dioteteapkan oleh Kepala.
A
Tugas dan fungsi bidang pengukuran dan pendaftaran
tanah ini };erlu diadakan supaya pelayanan di bidang pertanahan

tidak terhambat.

, Supaya apa yang.i telah didaftarkan dalam daftar buku
tanah tetap sesuai dengan keadaan 'sebenarnya, maka perubahan
yang ferjadi dalam sesuatu hak harus didaftarkan demikian pula’
peralihan " terhadap fhaik milik harus pula didaftarkan sesuai
- dengan Pasal 23 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa : Hak
milik demikian pula setiap pérélihan dan peznbébanannya dengan
hak-hak lair} harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 19 |

Pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah khususnya
karena jual beli merupakan pemenuhan atas ketentuan
pendaftafan tanah seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
UUPA yang menye‘putkan : Untuk menjamin l‘<epastian huku;ll
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran ‘tanah &i seluruh wilayah
Republik Indonesia 'menurut ketentuan-ketentua yang ‘dilatur .

dengan peraturan pemerintah.
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Pendaftaran tanah karcna terjadi harus dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang demikian Pasal 37
Peratutran Pemerintah nomor 24 Tahun 1 9?7 menyebutkan :

Tahun 1997 menyebutkan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, -
‘kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan
jika dibuktikan dengan akta- yang dibuat oleh PPAT yang
" berwenang menurut Ketentuan peraturan perundang—undangan
yang berlaku. '

Berdasarkan pasal di atas maka setiap perjanjian memindahkan
hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu .akta. Yang
dimaksud dengan perjanjian" yang bermaksud memindahkan atas
' tanah salah satunya adalah Jual Beli.
Berhubungan dengan hal tersebut maka untuk memperoleh bukti
bahwa jual belinjra memang benar dilakukan penjual dan pembeli
harus datang pada PPAT agar dibuatkan aktanya. Setelah
dibuatkan aktanya dilanjutkan dengan -mendaftarkan peralihan
haknya supaya apa yang didaftar dalam buku tanah tetap sesuai
dengan keadaan sebenarnya.

Sesuai dengan hal térsébut, maka dalam pendaftaran hak atas

tanah dapat dilakukan dengan melalui dua prosedur, yaitu :
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1. Tanah_yang sudah dibt-lkukan.
| Penjual dan pembeli datang k;‘ kantor PPAT yang berwenang
membuat akta méngenai tanah yang dijual itu dengan dihadiri
oleh dua orang saksi. Mereka masing-masing diwakili oleh
seorang kuasa‘l.‘lPembeli harus memenuhi syarat sebagai sﬁbyek
hak milik dan penjual mempunyai wewenang untuk menjual
tanah yang bersangkutan. |
Jika PPAT meng‘,anggapnya perlu (misalnya jil;;a ia

meragukan orang yang akan mengaliﬁkan hak orang yang
ber-sangkutan) maka PPAT dapat meminta supaya pembuatan
| akta disaksikan orlch kepala desa dan seorang anggota pemerintah
desa dari tempat letak tanah yang akén‘ dijual. Dralam hal ini
" mereka itu khusu;nya kepala desa bukan hanya ’men&aksikan
dilakukannya jual beli tanah yang bersangkutan melainkan juga
menanggung bahwa tanah yang dijual itu memang i)énar tanah
'Hak Miljk dan penjual berwenang untuk menjualnya.

Untuk jual beli tersebut kepada PPAT diserahkan :

a. Sertipikat tanah yang hendak dijual |

b. Bukti dirt penjual/KTP

¢. . Surat bukti bahwa tanah yang akan dijual tidak sengketa
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d. Surat Eanda bukti pembayaran pendaftafan peralihan hak
karena jual beli yang akan diadakan itu'.

Biaya pendaftaran itu dapat dibayar langsung oleh
p;nmohon kepada Kantor Pertanahan, atau bisa juga dititipke;n
melalui PPAT yang membuat akta jual beli. Oleh karena -
'biayanya. kadang belum diketahui sécara pasti, biasanya pemohon
menitipkan sebagian vang lebih dahulu. |

PPAT dilare;ng_membuat akta jual beli sebelum apa yang
disebut di atés diserahkan kepadanya. Kewajiban menyerahkan |
 sertipikat dimaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi
penjualan tanah lebitt dari satu kali. Oleh karena itu setelah akta
tanah’ juLxl beli dibuat, PPAT wajib menahan sertifikat tanahriya_
untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan kecuali
yang berkepentingan sc)miiri szang akan menyaihpaikan. |

Kalau ada keragu-raguan mengenai kebcnar#n daripada
keterangan-keterangan yaffg ada dalam sertifikat yang diserahkan
kepada PPAT ‘maka PPAT dapat meminta supaya Srang
beréangkutan meminta surat keterangal; pend'aftaran tanah

- kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dicocokkan.
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" Jika yang datang menghadap PPAT itu bukan pemilik dan -
p‘ﬂembeli sendiri akan tetapi diwakilkan oleh kuasanya maka
wajibnya diserahkan surat yang memberi wewenang kepada
mereka untuk melakukan jual beli.

Jika p‘emilik yang namanya tercantum pada sertipikat
ténahnya sudah meninggal dunia sedangkan yang rﬁenjua_l ahli
warisnya maka pf;liubahan itu harus dicatat lebih dahulu oleh
Kepala Kantor i"ertanéﬁan pada -buku tanah dan sertipikat
sebelum akta jual belinya dibuat PPAT.

| Kemudian akta juél beli beserta warkah-warkahnya yang
* diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh PPAT scgera
disampaikan keﬁada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Akta dan lain-lainﬁya 1tu juga dapat dibawa sendiri oleh
yang ‘Berkepentingan ke Kantor Pertanahan dengah -memberi
tanda pene}imaa'n pacia PPAT.

Setelah mlen\er'_ifna_ segala surat‘ yang ‘bersarigkutan maka
langkah selanjutnya ialah p_endaftaraﬁ hak miiik ata;s tanah karena
jual beli itu dalam buku tanah ‘yang bersangkutan dan pencoretan

nama penjual dan pencantuman nama pembeli dalam sertipikat.
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Jika jual bell itu memerlulfah ijin pemindahan hak maka
selain surat-su.ra:t .tersebut di atas disampaikan pula kepada
Kepala Kantor Pertanahén permohonan ijin pemindahan haknya
disertai salinan-salinan akta jual belinya.

Apabila ijin pemindahan haknya diberikan pendaftaran
tersebut dapat diselenggarakén..

Jika jual beli tidak mem;rluka[; ijin pemindahan hak
maka pendaftarannya dalam buku tanah dapat segera dilakukan.

Demikian pula ‘pencoretan nama penjual dan

‘pencantuman  nama pembeli dalam sertipikat langsung
diselesaikan oleh Kantof Pertanahan. Tetapi bila diperlukan ijin
. I;emindahan hak maka selain surat-surat yang tersebut di atas,
disarﬂpaikan pqla kepada‘ Kepala Kantor Pertanahan permohonan
ijfn pefnindéhan haknya disertai salinan akta jualu.‘belinya untuk
.diteruskan kepada instansi pemberi ijin.
| P.ermohbnan ijin pemindahan hak tersebut dapat ditolak
Jika jual beli itu melanggar ketentuan UUPA (misalhya pembeli
tidak mf;me‘nuhi syarat sebagai sui)yek hak milik).
: Undang—undz;ng Nomor 56 Prp Tahuﬁ 19(;)0 tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian (misalnya melanggar ketentuan
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Pasal 9 yaitu pemilikari tanah pertanian di bawah 2 Haj.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo. Nomor 41

Tahun 1964 (larangan pemilikan tanah ‘pertanian absente) atay |

karena pembeli sudah mempunyai tanah yang-terlampau banyak.

~ Jika pém;ohonang ijin ﬁemindahan haknya ditolék_ maka

pada akté jual belinya (yang bermf:iterai) dibubuhkan catatan
mengenai penolakan itu.

Kemudian semua warkah yang diterima, termasuk akta

N jual beli tersebut di atas dan sertipikatnya dikembalikan kepada

.yan'g berkepentingén kalau semual diterima dari PPAT

pengembalian warkah itu dilakukan dengan perantaraan pejabat

_ tersebut, yang berkepentingan akan menerima biaya pendaftaran

‘yang telah dibayarkan. Ditolaknya ﬁijin permohonan tersebut
maka jual belinya meﬁjadi batal. Hal ini berakibat tanah kembali
kepada penjual yang wajib niengemb'alikan har.ga yang sudah
dit‘eritﬁanya kepada pembeli. |
2. Tanah yang Bg:lum Dibukukan

Tual beli dilakukan oleh pénjual dan pembeli dihadiri oleh’

dua orang saksi. Pembeli harus memenuhi syarat sebagai subyék _
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hak milik dan penjual mempunyai wewenang untuk .menjual
tanah yang bersangkutan.
Dalam pembuatan akta jual beli hadirnya kepala deéz; dan
. seseorang anggota ﬁemerintah desa dl mana tanah yang éka'n
| “d'ijual bera&a, merupakan  suatu keharusan dalam hal ini
‘khususnya kepala ‘désa yang bukan hanya menyaksikan
dilakukan jual beli tanah yang bersangkutan mélainkan Jjuga
menanggung bahwa tanah yang dijual memang benar milik dan
pen}ual berwenang untuk menjualnya.

Untuk jual beli tersebut kepada PPAT dlscrahkan surat
keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan hak atas
tanah itu belum mempunyai sertipikat. |

Jika tanahnya tg:rlétak di daerah kecamatan di luar k_ota
tempta kedudukan Kepala Kantor Pendéftaran Tanah'maka surat

" keterangan térsébut dapat digaﬁti dengan pernyataan dari pemilik
yang dikgatkan ol‘eh Kepala Desa dan seorang anggota
pemerintahan de&sa tempat _ténah yaﬁg dijual. -

Selain slurat keterangan atau surat pernyataan tersebut

perlu diserahkan pula :
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a. .Surat bukti pembayaran pajak dan kéterangan kepala desa
yang membenarkan surat bukti tersebut  dikuatkan oleh
wedana/camat. N |

b. Surat tanda bukti pembayaran Biaya pendaftaran peralihain_
yang akan dilaksanakan.

' ~c. Surat bukti bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam
sengketa. | |

d. Bukti diri penjual/KTP.

Setelah PPAT menerima warkah-warkahnya kemu&ian
d1sampa1kal; kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan tetapi
dapat juga dibawa oleh yang berkepentingan sendm ke kantor
pertanahan. Setelah menerima akta dan warkah lamnya yang
telah diteliti Iebih dahulu maka Kepala Kantor Pertanahan akan
membukukan délam daftar buku tanah. |

Ada kalanya' pendaftaran peralihan kh milik atas tanah
k?ére.na. jual beli ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan gpabila
salah satu syarat sébagaimana yang diatur dalam Pasal 45
Peratﬁran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipenuhi.

Atau dengan kata Jain apabila :
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'a.. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas té.nah'
tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada.

b. Perbuatan hukum sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT, kecuali dalam keadaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ).

¢. Dokumen yang dipérlukari untuk pendaﬂarén peralihan atau
" pembebanan hak yang bérsangkutan tidak lengkap.
" d. Tid.ak dipenuhi.lsyzltrat lain Sfar'lgl ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.
€. Taﬁah yang bersangkutan 'rnerui)akén obyek sengketa d1
pengadilan. |
f Perbuatan hukum ‘yar'xg dibuktikan dengan akta PPAT batal
atau dibatalkan oleh putusan pehgaciiia_m yang telah
memperoleh kekua_tan hukum yang tetap.
g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalarﬁ Pasal 37 ay'at
(1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Ka;ntqr

Pertanahan.
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" Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara
tertulis, dengan ményebut alasanfalasan penolakan itu surat
permohonap. tersebut dis_ampaiakan kci)adq yang berkepentingan
disertai pengembalian. berkas permﬁhonannya dengan sglinan

- kepada PPAT.

* 2.1.4.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Penddftaran
Menurut Soerj‘onho Soekanto ada lima faktor yang .
mempengaruhi suatu I;lt}lkum, yaitu :. |
'l. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. ’Faktor‘penegak hukumnya; |
3. Faktor sarana/fasilitds pcndukung pelaksanaan hukum;
4, Masyarakat dimana hukum itu berlaku/ditetapkan;
5. "-Faktor kebudayaari, yai<ni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
didasarkan pada karya pergaulan Ir‘xidup“. |

Dengan ’demiki_an faktor yang - mendorong atau menunjang
hukum dan faktor yang menghambat hukum ditimbulkan dari

kelima faktor tersebut. Selanjutnya untuk berhasilnya penerapan

suverjono Soekanto, Faklor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum, Rajawali, Jakarta, hal
9. - ‘ :



suatu hukum' diperlukan adanyfd keéadaran hukum serta
kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Jadi kesadaranbhu'kum
sebenarnya merupakaﬁ kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di
dalam diri manusia- tentang hukum yang ada maulzéun tentang
hukum yang diharapkan akan ada. Oleh karena itu diperlukan
~ adanya pemahaman tentang indikator dari masalah - hukum
tersebul. |
Adapun indikator—indikatof dari masalah hukum tersebut adalah :
a. Pengetahuan téﬁtang 'peraturan—peraturan‘ hukum (Law
AWareness), |
b. Peraturan-peraturan tenténg- isi-isi peraturan hukum (Law
acquaintance).
c. Sikap ferhadap perafu;an-peraturan hukum (Tlegal attitude).
d. Pola perilaku hukum (Legal l_)ehavior)g.
Hal terse};ut cii atas ini belumlah cukl}p, melainkan juga masih
diperlukan adaﬁya _kepatuhan: terhadap hukum itu sendiri.
Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan terhadap hukum

adalah :

a. Indocrtrination
b. Habituation

"+ ® Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1986, A

hal. 348. -
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c. Utility
d. Group indentification'

Ad. a. Indcotrination
Sebab peﬁama mengapa warga masyarakat mematuhi
~ kacdah-kaedah gdaldh karena diberi indoktrinasi untuk bcrbu.zlt
‘demikian. Sejai( kecil manusia telah dididik agar mematuhi
kaedah-kaedah yang berlaku dal}am masyarakat, sebagaimana,
halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka
kaedah-kaedah telah ada Wak‘tu'seseorlanwg dilahirkan, dan semula |
manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalﬁi .l prosés
Vsosialisasi manusia dididik untuk mengenal meﬂgetahui serta
mematuhi kaedah-kaedah tersebut.
Ad. b. Habituation
Oleh karena sejak kecil mengaiami 'pfoses sosialisasi,
makr:i lama kelamaan menjadi suafu kebiasaan untuk ‘mematul.li
kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pz-a.da mulanya adalah
_sukar sekali uﬁtuk mematuhi‘ kaedah-kaedah tadi yang
seolah-olah mengekang kebebasan, a‘lkan tetapi apabila hal ini

setiap hari diternui maka lama kelamaan menjadi suatu kébiasaan

" % 1bid, hal. 351.
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untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai
" mengulangi perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
Ad. . Utility

Pada dasamya manusia mempun yai suatu kecenderung’an'
: untuk hidup pantas dan tentu akan tetapi apa yang pantas dan
teratur untuk. seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi
orang Jain. Oleh karena' itu diperlukan suatu patokan tentang
kepantz;san dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan ini
: merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan ini
dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor
yang 'menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena
kegunaan dari kaedah tersebut. Manusia menyadari kalau ia
hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.
Ad. d. Group Identification

Salah s:atu sebab mengapa Se€seorang patuh _pada
kaedahfkaedah adalah karena. kcpatuha.m’i térsebut mdrupakan
salah satu safana untuk | mengadakém identifikasi dengan
kelompok. Apabila kita lbiasa mentaati kesadaran hukum dengan |
kepatuhan hukum, hubungannya sangat erat, Asebab ada a;umsi

yang menyalakan bahwa :
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1. Dengan Peraliban (Beralih atau dialihkan).
2. Menurut cara UUPA, terjadi karena:
a. Menurut Hukum Adat
b. Penetapan Pemerintah
c. Pemberian Hak Milik karena Undang-Undang/Konversi

d. Pemberian Hak Milik sebagai Perubahan Hak

Ad. 1. Mendapatkan Hak Mlhk dengan Perahhan
Dalam hal mendapatkan Hak M111k dengan peralihan dapat
diartikan Hak Milik itu dapat beralih darr dialihkan. kepada pihak
. lain. |
Hak Milik dapat béralih maksudnya Hak Milik berpindah
dari ’.lseseorang kepada orang lain melalui peristiwa hukum atau
akibat hukum, disini tidak ada unsur “sengaja". Misalnya,
seorang yahg‘ meniﬁggal dunia, maka sebagai peristiwa hukum
almarhum meninggalkan W:drisan yang tanpa suatul perbuatan |
-hukum, mengakibatkan haknya beralih.
Hak Milik dapat- dialihkan maksudnya Hak Milik

seseorang berpindah kepada, orang lain, karena perbuatan
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" hukum, disini menunjukkaﬁ adanya “kesengajaan” dilakukan
dengan maksud agar pihak lain- memperoleh hak tersebut yaitu
melalui jual beli, hibah dan tukar-menukar dan sebagainya.

" Ad. 2. Dengan cara UUPA Menurut Pasal 22 UUPA, maka Hak
Milik terjadi karena:

a. Menurut Hukum Adat
Men'urut Pasal éZ ini harus, diatur dengan Peraturan
. Pemerin.tah supaya, tidak merugikan kei:;entingan. umum  dan
negara. Terjadinya Hak Milik atas tanah menurut hukum adat
fazimnya bersumber padg pembukaan hutan yang merlipakan_.

Bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Dengan

membuka tanah hutan tersebut bukan berarti lénésung memperoleh

' hak atas tanah, tetapi barulah timbul hubungan hukumnya menjadi

| lebih kuat.yang dalam UUPA disebut dengan Hak Pakai. Hak
. pakai ini lama kelamaan tumbuh menjadi. Hak Milik melalui
proses pertﬁmbuhan yang memakan waktu yang lama berkat us'aha.

atau modal yan;g,_ dike.luéu‘kan, oleh orang yang membuka tanah

- tersebut. P;:mbukaén hutan secara tidak teratur dapat membawa

akibat yang sunggﬁh merugikan kepentingan umum dan negara,
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: “berupa kerusakéh ‘tanah, erosi, tanah longsor, -banjir dan
" sebagainya. -
b. Penetapan Pemeriniah
Hak Milik yang oleh UUPA dikatakan terjadi karena:
penetapaﬁ pemerintah itu diberikan oleh instansi yang berwenang
menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetgpkan dengém
Peraturan Pemerintah |
Demikian Pasal 22 ayat (2) huruf a }_{‘ak Milik itﬁpuri dapat
diberikan sebagai- perubahan daripada yang sudah dipunyai
pémohon misalnya Hak_Guna,Usaha, Hak Guna Bangunan.
c. Pemberian Hak Milik' karena Undang—Undang/Konversi
Terjadinya Hak Milik menurut ketentuan Undang-undang ini
berdasarkan konvérsi seJak tanggal 24 September, 1960 yaitu sejak
" berlakunya UUPA. _Di inaﬁa disebutkan semua hak-hak atas tanah
diubglh menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, perubahan seperti ini diéobut konversi dan ini terjadi demi
 hukum. | |
Yang berasal dari hak-hak yang dikonversi mehjadi Hak Milik.

‘menurut UUM adalah hak-hak:
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1. Hak Eigendom, yang pada tangéal 24-Septem‘ber 1960, ‘dimilik.i
oleh wargé, negara tunggal dan dalam waktu 6 bulan dépat
membuktikan kewarga?egaraannya ke “Kantor Pendaftaran
Tanah.

2. Hak .Mi'lik Indonesia dan _hak-hak semacam itu yang pada
tanggal 24 September 1960 dipunyai o_leh .W.arga Negara
Indonesia 'f‘unggal atau badan hukum yang memenu}li syarat.

.Hak milik tersebut diberikan atas permdhonan yang ,
bersangkutan. Sudah barang tentu pemohon harus memeﬁuﬁi syarat
untuk memperoleh dan mempunyai tanah.

Adapun permohonan tersebut -harus memuat:

a) Diri ". pemohon: namla,tempat.tinggal,c kebangsaan “dan
pekerjaap- |
b). Tanah yang dimohc;n
¢) Peruntukan tanah yang dimohon
d) Tanah-tanah yang sudah dipunyai pemohonz’;t |
d. Pémberian Hak Milik Sebagai‘ Perubahan Hak -
| Pihak yang mempun’yai tanah dengan Hak Guna Usaha, H‘ak-Guna

Bangunan Hak Pakai, jika menghendaki dan memenuhi syarat--

3 Ibid, hal. 48.
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syaratnya dapat mengajukaﬁ permintan. kepada ‘insta'nsi yang
berwenang agar 'h‘aknya itu dirubah menjadi Hak Milik, semula
sesuai dengan praktek agraria sebelum berlakunya, UUPA yaitu

. didalam menyelesaikan perubahan hak eigendomwmenjadi Hak

Milik Adat, pemohon terlebih dahuulu harus melepaskan haknya
hing:ga ténahnya menjadi tanah xiegara. Sesudah itu maka tanahnya
dimohon kembali dengan Hak Milik.
2.2.4. Ciri-ciri Hak Milik
Hak Milik ini mempunyai ciri-biri tertentu:

a. Merupakan hak atas tanah yang kuat, bahkan menu1.'ut Pasal ‘20
UUPA adalah yang terkuat, artinyal tidak rﬁudah hapus dan
mudah dipertahankan terhaciap ganggulan dari ‘siapapun.

b. Me‘rupakan hak turunftemﬁruﬁ dan ciépat befalil_l artinya dapat
dialihkan pada ahli waris yang berhak |

c. Dapat menjadi hak induk, 'tetap.i ‘tidak dapat bertindak pada
hak-hak- atas tanah lainnya. Ini, berarti Eahwa Hak Milik dapat
dibebani dengan hak—hak_atas tanah lainriya seperti Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan sebagainya. |

d. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani : Hak

| Tanggungan.
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e | Dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain
f.. Dapat Aialihk’an yaitu dijual, ditukar denggn benda lain,
| dihibahkan atau dengan cara diberi wasiat. .
g. Dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya‘ menjadi
tanah negara. |
h. Dapat diwakafkan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi
tanah negara |

i. Dapat diwakafkan
j. Si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di-tangan
.siapa-pun benda itu berada | |
Yang dapa-t mempunyai Hak M-ilik-mcnUrut Paszll- 21 UUPA '
- yaitu ; |
a. Warga hegéra Indonlesia
b. | Badan—badlan hukum tertentu
¢. Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial

dan keagamaan sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu

2.2.5. Hapusnya Hak Milik Menurut Pasal 27 UUPA
a. Tanahnya jatuh kepada negara :

1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
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2) karena dengan sukarela oleh pemiliknya -
~ 3) karena ditelantarkan t |
b. Karena tanahnya niusnah, dengan musnahnya tanah t'grsebut
maka deng:':m sendirinya hak ataé tanah tersebut menjadi

hangus.

2.3. Tinjauan Tentang Jual B{;,li
2.3.i. Pengértian Jual Béli Hak AtasTanah
| Péengertian jual beli yang ber'sifat umurﬁ dapat diartikan
'sﬁatu‘ perbuatan dimané seséorang melepaskan uang uqtuk
mendapatkan barang yang dikehendaki secaré sukarela. Jual beli
disini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dimana jual beli tadi
terjadi dari tangan ke tangah, yaitu jual beli yang dilakukan
antara penjual ‘dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi,
tidak perlu ‘terjadi dihadapan pejabat, cukup dilakukan dengan
lis.an. Hal ini tentunya. tidak t;armasuk didalam jual beli,
benda-benda tertentu, tefutama mengenai obyek - benda-benda
tidélk bergerak yang pada umumnya memerlukan suatu akta jual

beli yang resmi.
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Pengertian ., jual .be'li khususnya untuk tanah Hak Milik
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu" menurut Hukum Barat 'yané
- termuat dalaﬁl Kitab U11dang;Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) dan Hukum Adat.
1. Menurut Hukum Barat (kltab UU Hukum Perdata)
Jual beli adalah salah satu macam pefjanjian/perikatan'

yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.

Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457, 1458, dan - -

1459 dapat dlslmpulkan bahwa

Jual beli adalah suatu pedanjian, satu pihak mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk
membayar harga-harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua
pihak itu telah mencapai kata sepakat, maka jual beli telah
dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau
harganya belum dibayar. Akan tetapi sekalipun "jual beli" itu
telah dianggap terjadi, namun atas tanah itu belum berpindah
kepada pembeli. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan
suatu perbuatan hukum lain yang berupa penyerahan yang
- caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.

Penyerahan hak itu, dalam istilah hukumnya biasa dISCbut
“Juridiscn” (penyerahan menurut  hukum), vang harus
dilakukan dengan pembuatan akta di muka dan oleh Pejabat
Balik  Nama  (ove.rvchrvings-ambtendar)  berdasarkan
Ordonansi Balik Nama (overshrijvins-crdonnatie, Stbld, No.
27 Tahun 1834), dan perbuatan hukum tersebut di masyarakat
terkenal dengan sebutan "Balik Nama". Jadi tegasnya sebelum
dilangsungkan "Balik Nama" itu, maka hak atas tanah belum
berpindah dari penjual kepada pembeli*.

* K. Wantjik Saleh, Op. Cit, hal. 31.



63

Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Barat
terdiri dari atas 2 (dua) bagian yait_u perjanjian jual belinya dan
penyerahan  haknya, kéduanya terpisah satu dengan lainnya.
.S.ehingga, walaﬁpun hal yang pertama sudah selesai biasanya
dengan akta notaris, tapi kalaﬁ hal yang kedua belufn dilakukan,
maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual,

2. Menurut Hukum Adat | |
-Menurut pengertian Hﬁkum-Adat. jual beli _tanali adalah:
Merupakan suatu pefbuétan hukum, yang mana pihak penjual
menyerahkan tanah yang. dijualnya kepada pembeli untuk
selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga
(walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak
itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli.’

Dari sini dapat disimpulkan pembeli telah mendapaf Hak
Milik atas tanah, sejak saat, terjadi jual beli. Jadi jual beli menutut
Hukum Adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak antéré
penjual kepada pembeli. | |

Dal_am hal jual beli yang pembayarannya belum lunas (baru
dibayar sebagian), sisa harganya itu merupakén hutang pqmbeli
kepada penjual, jika pembeli tidak meﬁbayamya, lpenjluall dapat

menuntut berdasarkan hutang piutang dan tidak mempengaruhi jual



64

beli yang dianggap telah selesai itu, maka biasa dikatakan bahwa

o

jual beli menurut Hukum Adat itu bersifat "tunai" (kontan). dan

"nyata" (kongkrft).

Selanjutnya suatu "jual beli" dalam Hukum Adat dilakukan di
muka Kepala Adat (Desa). Kepala Adat (Desa) ini, bertindak
~ sebagai penjamin tidak adanya suatu pelanggaran, hukum dalam
jual beli itu, jadi bukan sekedar sebagai saksi saja. Sehingga jual
beli itu bisa dianggap "terang" dan m%tsyarakat mengakui sahnya.
Setelah berlakunya UUPA
Sejak berlakunya Undang—ﬁndang Nomor 5 Tahun 1960 bangsa
Indonesia telah mempunyéi hukum agraria yang bersifat nasional.
Undang-Undang - tersebut Iebih dikenal dengan sebutan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Dalam Pasal 5 UUPA disebutkan
Hukum agararia yang berlaku atas bumi, air dan ruaﬁg |
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan  peraturan-peratumn  yang tercantum  dalam
undang-undang = ini dan dengan peraturan-peraturan

~ perundangan lainnya, scgala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar hukum agama.

"5 Ibid, hal. 30,
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Berdasarkan paéal tersebut di atas dengaﬁ tegas dinﬂiatakan
bahwé hukum agraria'yang baru didasarkan.atas Ihukum adat yang
disesuaikan dengan asas-asas' yang ada Qalam UUPA, kareha |
dalam UUPA menganut sistem dan asas hukum gdat maka
perbuatan juél beli tersebut adalah merupakan transaksi yang riil
yang tunai.

Akan tetapi pelaksanaan dari jual beli it}i sendiri suda'h tidak
lagi dihadapan Kepala Desa karena setiap peralihan hak atas tanah
harus dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria seperti dalam .Pasal 37 Pera}tﬁran Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997.

Dibuatnya akta jual beli tanah Hak Milik dihadapari pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agrérig tersebut, maka transaksi jual
beli itu selesai, dan selanjutnya peralihan Hak Milik atas tanah itu
oleh pembeli didaftarfcan ke Kantor Peli'tanahan. Pendaftaran
- peralihan Hak Milik atas-tanah tersebut untuk menjamin kepastian
hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPA yang
menyebutkan:

1. Hak Milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
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2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat
pembuktian yang kuat Hak Milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut mengenai hapusnya.

2.3.2. Fungsi Akta Jual Beli PPAT

Akta jual beli tanah merupakan salah, satu akta otentik
yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akta otentik adalah akta yang membunyai kekuatan .
bembuktian yang mutlak, mengenai hal-hal atau peristiv;fa-\
.peristiwa yang d‘isef)lilt dalam akta itu.’

Akta ir‘ii_ dibuat sebagai ltanda bukti yang fungsinya adalah
'untuk memastikan sﬁatu peristiwa hukum dengan tﬁjuan
menghindarkan sengketa. | | |

' Maka pembuatan akta dalam merangkai katé-kata dalam -
akta agar dapat diﬁlengerti dengan mudah dari akta yang dibuat.
Jangan sampai akta memuat rumusaﬁ—rumusan jang dapat
mt;nimbulkan sengketa tidak lengkap dan tidak jelas. '

~ Akta otentik dapat dipercaya, bukan karena dibuat .‘oleh
notaris dan atau PPAT tetapi oleh sebab notaris dan atau PPAT
yang membuat akta itu dianggap sebagai ofang yang . dapat

dipercayé.
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‘Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 juga menyebutkan

bé.hwa :

Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah

susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemas_ukan

‘dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak -

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat

PPAT yang berwenang menurut Kketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pendaftaran peralihan hak baik itu melalui jual beli
maupun lainnya harus dibuktikan dengan akta PPAT. ‘Sebab
apabila jual beli tidak dibuktikan dengaa akta PPAT, .maka
pembeli akan kesulitan sebagai berikut :

a. Pembeli mungkin akan men_galami kesukaran untk
membuktikan haknya atas tanah yang telah diBelinya itu. |
B b. Tanpa adanya akta PPAT, tidak mungkin untuk-
memperoleh ijin pemindahan hak dari instansi agraria yang
berwenang.
c. Kepala Kantor Pértanahan akan menolak untuk melakukan
pencata&an peralihan haknya.

Kesulitan lain yang dihadapi pembeli jika jual beli tidak

dengan akta PPAT adalah jika penjual tidak ada lagi.atau tidak

§ Effendi Peranginangin, Praktek Jual Beli Tanah, cv Rajawa]ﬁ, Jakarta, 1990, hal. 27.
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bersedia untuk melakukannya. Dalam hal demikian maka
pembeli dan ahli wgrisnya biarpun menurut hukum sudah
menjadi pem.ilik tanah yang bersangkutan, tidak akan mungkin
| dapat meﬁgalihkannya kepada pihak Iaiﬁ atau membebaninya

dengan Hak Tanggungan. |



6%

. BAB Il

- METODOLOG1 PENELITIAN

Dalam, penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode
dengan maksud agar dapat lebih mudabh, di_‘dalarm menganalisa,
kéreﬁa apabila dilak'uk'an tanpa menggunakan suatu metode 1.n.aka
penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkan hasil yang mernuaskan.

Sebelum ‘mengur.aikan. metode-mlétode. yaﬁé digunakan dalam
“penelitian maka dalam penuliéan ini akan terlebih dahuiu memberi
arti tentang metodologi pcnelitién. Metodologi penelitian merupakan
penelitiaﬁ yang menyajikan bagaimana care.l atau p'rosedur maupun
langkah-langkéh yang harus diambil 'dalgm suatu penelitian secara
sistematis dan I. logis hsc‘h.iﬁgga‘ dapat dipeﬂénggungjaWabkan
ke:benarannja. a |

[

Metode penulisan tesis adalah. uraian tentang cara bagaimana
mengatur - penulisan tesis dengari usaha yang sebaik-baiknya.

Sedangkan metode penelitian yang dipergunékan dalarn pengumpulan

data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi.

! Sutrisno Hadi, Mefodologi Riset nasional; Magelang: Akmil, 1987, hal. 8
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.3.1. Metode Pendekatan

Métode pendekatan yang dipakai adalahl metode pendekatan
yuridis empiris®, Dalarn penelitian _ini &isamping menggunakan
metode-metode  ilmu ‘pcngetahuan Juga melihat kenyataan di
lapangan, khususnya dalam praktek pelaksanaan pendaftaran
peralihan; hak atas tanah Hak Milik karena jual beli di Keéamatan

Banyumas Kabupaten Banyumas.

3.2 Shesifiliasi Penelitian

Berdasgrkan tujuan yang hendak dlcapa1 maka penelitian ini
dilakukan secara Dcskrlptlf Analitis yaitu yang dlmaksud untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan
atau gejala-gejala lainnya®. Sehingga dapat diambil data obyektif
- yangdapat rnelukiskan kenyataan atau réalitas yang kornpleks tentang
permasalahan yang ada dalarn pelaksanaan pendaftaran peralihan hak

atas tanah Hak Milik karena jual “beli.

? Ronny Hanitijo Soem:tro, Metodologi Penelrtmn Hukum dan Jurimeiri, Jakarta, Ghalia
Indonesaa 1990, hal. 34.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1986, hal. 10.
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3.3. Populasi dz;n Penentuan Sampling

Populasi adalah seluruh, obyek atau seluruh individu atau
seiuruh, lgejala/kejadi_an atau s;luruh qnit yang diteliﬁ‘*. Populasi
dalam penelitian ini adalah sernua orang yang terkait dalarn
pelaksanagn pendaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik karena |
jual bell, yaitu orang yang melakukan praktek jual beli tanah, Ké_ntor
Pertanahan Nasionél, Camat/PPAT dan Kepala Desa/Lurah. |

Populasi dalarn penelitian ini ‘sangat luas_sehinggé dipilih
sarnpel sebagai objek penelitian. ’Penehntuan sampel dilakukan
" berdasarkan purposive sqmpling, yang artinya sampel telah
ditentukan dahulu befdasar objek yang dittaliti_5 .

Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek
penelitian, make; ditentukan responden dari penelitian ini. Responden
tersebut antara lain : j
a. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, yaitu Kepala

Sub Seksi Pendaftaran Tanah.
b. Sa;cu Cﬁmat/PPAT, yaitu Kepala Kecamatan Banyumas, Kabupaten
Banyumas yang ditentukan sebagai responden.

c. Tiga Perangkat Kantor Kelurahan yang telah ditentukan, yaitu: -

4 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cir. Hal. 44.
* Ibid, hal, 51
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Kepala Desa Sudagaran, Sekretaris Desa Sudagaran dan Kaur
Keuangan Desé Sudagaran, sernua masih dalam wilayah_ '
Kecamatan Banyumas Kabgpaten Banyumas.

d. Masyarakat desa/kelurahan yang péméh melaksanakan Rcralihan

‘hak atas tanah Hak Milik dengan jual beli yang berjumlah:2 orang.

34. Metbde Pengumpulan Data
Dalarn mencari dan mengumpulkan - data yang diperlukan
'di.foku'skan pada pokok-pokok perrnasalahan yang adé, yaitu tentang
prosedur pendaftaran: beralihan ‘hak atas tanah Hak Milik karena jual
beli, sehingga dafam penelitian ini tidék ferjadi penyimpangan dan
kekaburan dalam pemBahasan. ﬁata yang diperlukan dalam
pembahasan tesis ini diperoleh melalui 'data.. keoustakaan dan
pepelitiain lapangan. | |
a. Penelitian Kepﬁstakaan
Data yang diperlukan dalam penelitian kepustalgaan ini adalah
data sekunder yang meliputi :
1) Bahan hukulln primer
Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut

- pertanahan, yaitu :
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- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

- UU No. 5, T;lhun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Agraria (UUPA) . |

- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan ‘Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah. -

- PMNA 3 tahun 1997 tenfang Peraturan Pelaksanaan

PendaftaranTanah.

Yurisprudensi Mahkamah Aguné RI tentang Pertanahan
2) Bahan ‘hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
- Buku-buku ilmiah
- Makalah |
- Hasil-hasil penelitian
b. Penelitian Lapangén |
1) Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adaiah data
 primer berupa hasil waiwancara dengan, p-a‘ra responden yang

menjadi subjek, yaitu mengenai pelaksanaan pendaftaran, hak
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milik atas tanah karena jual beli Adapun penentuan wilayah dan
subyek “penelitian lapangan dilakukan dengan caf; sebagai
iaerikut:

é) Daerah penelitian

- Penelitian ini dilaksanakan dil Kantor Pertanahan
Nasional di Kabupétén Banyum‘as.

- Penellitian juga dilakukan di wilayah Kabupaten -
Banyumas yang ada permasélahan pendaftaran
peralihan hak atas tanah Hak Milik karena jual beii. V
Be‘rhubung keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. mak.a
penelitian hany\a dilaksanakan di daerah sampel, )./aitu
di Kecamatan Banyumas dengan sampel Desa
Sudagafan. |

b) Subjek Penelitian
~ Populasi pehelitian' Iapalngan adalah meliputi mereka
yang terlibat dalam pelaksgﬁaan pendaftaran peralihan hak
atas tanah Hak -Milik.. karena jual beli di Kabupaten

Banyumas. Penelitian’ dilakukan te_rhaﬂap mereka yang

terpilih sebegai responden,
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Penentuan " responden dilakukan’ secara purposive,
yaitu dengan cara pengambilan subjek didasarkan pada
tujuan tertentu karena keterbatasan-waktu, ténaga. dan
biaya®. Responden dikelompokkan berdasarkan keterlibatan
mereka dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas
tanah Hak Milik karena jual beli di Kecamatan Ban;fumas,
Kabupaten Banyumas,subyek penélitién meliputi :

- Mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan
bendaﬂar, peralihan hak. milik atas tanah karena jJual
beli. Responden untuk JKa\ntor Pertanahan 'adalah
Képala Kanfor Pertanahan Kabupaten Balrlyulnag, seksi
pendaftaran | tanah dari Camét/PPlf\T " Kecamatan
Banyumas.

- Mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam
' pelaksanaan pendaftaran peralihiaq.hak atas tanah He;k

| Milik karéna juél beli yaitu anggota masyarakat tertentu

yang pemah dilaksanakan peralihan hak atas tanah hak

milik dengan jual beli.

& Ibid, hal, 51.

TSI
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- 2) Alat pengumpul data

Pedoman wawancara

WaiWancara 1n1 dilakukan terhadap para responden
yang dilakukan secara langsung yéitu antara lain terhadap
Kantor Pertanahan Kabﬁp;elten Banyumas: mengenai proses
pelaksanaan péndaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik

“karena jual beli di Kabupaten _Banyﬁmas juga dilakukan
- terhadap anggota masyafakat tertentu yang terlibat dalam

| pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik

karéna jual beli di desa Sudagaran Kecamatan Banyumas

Kabupaten Banyumas.

3.5. Metode Analisa Data

'Data yang terkumpul mengenai penermnuan hukum in concreto
dan asas-asas ’h_ukum yang melandasi selénjutnya akan dianalisis
secara deskriptif analitis, yaltu mencari dan menentukan hubungan
antaré data yang, diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang
ada. yaxllg. dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran

Kkonstruksif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu



77

digunakan juga metode analisa yang kuaiitatif ‘dengan tujuén untuk
mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Adapunk metode kualitatif adalah suatu cara penclitian- vang
menghasilkan data deskriptif' analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden semua tertulis atau lisan diteliti kembali clanl dipelajari

sebagai suatu yang utuh.®

? Seorjono Soekanto dan Sri Mamuiji, ‘Penefitian Hukum Nermatif, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.

20.
¥ Ibid, hal. 25,
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" BABIV

HASIL\PENELITIAN DAN PEMBAHASAN o

' Pada pembahasan be'ril;u't ini, penulis akém_ menguraikan data
yang dipc_‘roleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sanga;t
diperlukan dalam menjawab permasalahan )}ang diajukan, selain itu fakta
dari hasil penelitian lapangan akan didukung ‘oleh teori perﬁndang-
Undangan maupﬁn pendapat’ dari para ahli yang befhubungan dengan

materi penelitian ini.

4.1.1. Keadaan baerah Penelitian

Wilayah Kabupaten .Banyumas adalah merupakan Pc?merintah
- Kabupaten dari Propinsi Jawa Tengah, yang mempunyai ketinggian rata-
rata 511 meter di atas permukaan air laut. Dimana letak astroﬁomis
Kabupaten Banyumas terletak antara 3°54°-4°23’ Bujur Timur dan 7;28’
—7°46” Lintang Selatan, yang mempunyai-ikli'm tropis dan temperatur

antara 22’ -31°, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
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- ~ Sebelah utara berbataséq ‘dengan ‘kabupa;:erﬂl -Purb:al,ingga
“dan Banj amegﬂa. |

. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kebumen.

- Sebelah ‘Selatan berbatasan dengan kabupaten Cilacap.

- Sebelah barat berbatasan déngan. kabupaten Maj enang

~ (masuk Propinsi Jawa Barat).

4.1.2. Iéadaan Penduduk

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah seluas 77.449.6745 Ha yang
terdiri dari :

o Tanah kering seluas 5'4.6.3"73.4747 Ha.

- Tanah basah seluas 23.4657.7858 Ha,
dan dengan jumlah pe:nduauk 1.390.600 jiwa.pada tahun 2003, yang
tersebar di 27 kecamataﬁ sekabupaten Banyumas. A(élapﬁn jumla’hE
L desénya adalah 299 desa, dengémjunﬂah kelurahan sebanyak 30.

Dari 27 kece;matan, penulis hanyé mengambil satu kécamatan yaitu
kecamatar; Banyumas dengan satﬁ desa yang dijadikan sampel daerah
| peneiitian yaitu desa Sudagaran, kecamatan._Banyumas.

Sementara itu jumlah penduduk kabupaten Banyumas dan

pertambahan penduduk pertahunnya terlihat dalam tabel 1 berikut ini :



80

TABEL 1
PENDUDUK KECAMATAN BANYUMAS DAN PERTUMBUHANNYA
PERTAHUN |

Tahun Rumah Tangga Jumlah (dalam jiwa)
1997 51.013 . 304.490 -
1998 "51.308 306,514
1999 51.565 308427
2000 - 51575 340.867
2002 51.926 344.919
2003 53.635 | 355426

Sumber data : Kantor Statistik Banyumas Tahun 2003.

' Dari jumlah penduduk yang terlihat dalam Tabel 1 ini,

ternyata penduduk kabupaten Banyumas mengalarm kenaikan pada

‘setlap tahunnya, tmgkat kenalkan atau perkembangan penduduknya E

itu rata-rata 0,70% per tahunnya.

4.1.3. Keaciaén Agam'a 3
| Menurut data Monografi Kantor Statistik, adapuﬁ jumlaﬁ
- penduduk yang beragama Islam sebanyak 183.885, Khatolik sebanyak
5.494, Protestan 1.876, Hindu 34, Budha 209 dan 51sanya adalah
kepercayaan lalnnya Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui

bahwa sebdgian besar adalah beragama Islam yang taat. Sedangkan
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sisanya adalah b‘eragama lain dengan tingkat kerukunan yang tingga

 diantara sesama pemeluk agama yang ada. -

Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat

pendidikannya dapat kita lihat dalam tabel 2 berikut ini - _

TABEL 2 _
PENDUDUK MENURUT PENDIDIKANNYA

Pendidikan © Jumlah

Tamat Akademi / PT 335
Tamat SLTA 4.328
Tamat SLTP - 5.597
Tamat SD 12.029
Tidak tamat SD 400
Belum tamat SD 2.483
Tidak/belum pernah sekolah. 1.069

JUMLAH ‘ 27.241

Sumber data : Kantor Kecamatan Banyumas 2003.

TABEL 3

PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP PENDAFTARAN
- PERALIHAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK MELALUYI JUAL BELI

No ‘ Alternatif Frekuensi Prosentase
Mengetabui 20 50%
2 Tidak mengetahui 20 " 50%
Jumlah | 40 100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.
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 Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa sebagian
respondcﬁ belum meﬁgetahui dan memahami tata cara pendaftaran
hak. Hal ini terlibat sebanyak 20 responden atau sebésar 50 % tidak
mengetahui tata cara pepda_ftaran peralihan 'haig, sedangkan yang
mengetahui hanya 20 responden a'itgiu sebesar 50.% responden saja

"'yang mengetahui tata cara pendaftaran peralihan hak.

Kemudian untuk ‘mengetahui yang'teléh/belum melaksanakan
pendaftaran peralthan hak atas tanah Hak Milik sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dilihat pada

Tabel 4 berikut ini.

- TABEL 4

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK TANAH HAK MILIK

" OLEH PARA PEMEGANG HAK

'

No Alterﬁatif = Frekuensi | " Prosentase
1 | Yang melakéanakan " 20 50%
| 2 | Yang tidak melaksanakan e 20 50%
~ Jumlah 40 100%

Sumber data : hasil penelitian lapangan yang diolah.
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| ‘Berdasarkan tabel 4- dapat dilketahui_sebanyak 20 responden

atau sebesar 50 % respbnden yang melaksanakan pendaftaran peralihan

, Hak Milik, sedangkan 20 responden ataﬁ 50 % responden tidak

melaksanakan kewajibannya dal'am pendaftaran perolehan Hak Milik,.

maka surat tanda bukti kepemiilikan masih-atas nama penjual.

Kemudian untuk mengetahui responden - yang melakukan

| pendaftaraia peraiiha; Hak Milik karené_ jual beli ke Kantor Pertanahan
kabupe;ten Banyumas dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.,

-,

Tabel 5 , y

ALASAN RESPONDEN MENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA

No Alasan Frekuensi 3 -l’rr.)s.entasi
1 Kepastian hukum C : 8 ' T 80% _
2 |- Jaminan Hutang di bank 2 ; 20%

Tamlah- U 100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel 5 dapat diuraikan bahwa 8 responden yang
telah mendaftarkan peralihan haknya dengan alasan untuk menjamin
kepastian hukum supaya memperoleh sertipikat sebagai tarida bukti yang

» kuat agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.
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) Meljeka mengetahui bahwa beralihan Hék 'Milik atas tanah yang
Idiperoleh ‘melalui jual beli harus didaftarkan pada waktu‘ merékaﬂ
melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT yaitu

dari penjelasan PPAT tersebut.

o ‘Qleh karena itu setelah mereka melaksanakan transaksi jual beli
dihadapan PPAT lﬁakq mereka segera mendaftarkan peralihan ilaknya ke
Kantor Pertanahan. | |

- Hal ini juga dikarenakan mereka meraéakan ‘mahfaat dan
pentingnya seﬁipikat bagi diri sendiri dan anak cucunya te?hadap pihak
lain apabila ada permasalahan di kemudian harl, karena sertipikat
berfungsi sebagai tanda bukti 'hal; atés tanah yang kuat, rnaksudnya%
deﬁgan fnempunyai sertipikat, maka dapat diketahui adanya :

- Kepastian hak atas tanahnya,
- Kepastian subyek hak atas tanahnya,
- Kepastian obyek hak atas tanahnya.

Sedangkan 2 responden yang telah mendaftarkan peralihan haknya
dengan alasan untuk dapat dijadikan jaminan‘ hutang di Baﬁk.
Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas taﬁah dengan tujuan
untuk mendapatkan sertipikat sebagai tandallbukti hak s.ebagai jaminan

hutang di Bank biasanya merupakan alasan para pedagang/swasta. Hal ini
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dikarenakan pedagang memerlukan fnoqal untuk berdagang dan modal
ters‘ebult dapat diperoleh dengan me;riinjam dari bank dan pihak Bank
bersedia memberikan pinjaman _dengan jaminan sertipikat étas nama
pemohon sendiri. |
Séaangkan lalasan yang dikemukak_an oleh respond.én_ yang
melakukan peralihan hak milik é;:tas t'énah karena jual beli hanya éampai
di hadapan PPAT .akan tetapi tidak didaftarkan (belum selesai proses

-pendaftarannya dapat dulihat pada tabel 6 berikut ini.

TABEL 6 . -
ALASAN RESPONDEN TIDAK MENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA

No | . Alasan _ ' Frekuensi | ~ Prosentase
1 |Biaya/Ekonomi —— 20 50%
2 Jangka waktu tak tefbatas 12 30% |
3 | Tidak ada sanksi \ | 8 20%
Jumlah - | - 40 - - 100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan yang diolah.

.Berdésarkan tabel 6 dapat dikemukakan alasan — alasan responden

yang belum melaksanakan pe'ndaftaran:peralihan hak milik atas tanahnya

- yakni 20 responden yang tidak mendaﬂarkén peralihan hakn).za dengan
alasan karena tidak mampu membiayai peﬁdaftaran peralihan ‘hak

tersebut meskipun sudah melaksanakan jual beli dan meﬁlpunyai akta
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| j-ua.l Eeii PPAT dan me:gka menunda wgktu pendéftaran tersebut -untuk
menyiapkan biaya pendaftaran peralihaﬁ hak selanjutnya.

Karena ketidakmampuan ekonomi fersebut membuat mereka
beranggapan 5ahwa biay;':l pendaftaran peralihan hak yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku sang‘a;c mahal kafena mereka Juga harus
membayar pungutan desa/kelurahan yang dikenal dengan isti}.ah uang
pologoro, apalagi bila mereka, dalam melaksanakan pén_dafta_ran peralihan
hak milik atas tanah tersebut tidak -dilakukan sendiri tetapi melalui
perantaraan orang lain berarti mereka harus memberi uang, jasé terhadap

orang tersebut.

~ Tabel 7

PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

| No - Alternatif 7Fr.ekuensi Prosentase
T | Mengetahui 10 25%

2 | Tidak mengotahui 30 75%
Jumlah 40 100%

L ,
Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan yang diolah .
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Berdasarkan (pada tabel tersebut. di atas dapat cﬁketahui hahwa
sebanyak 10 responden atau sebesar 25% resﬁond_en telah mengetahui
tentang. ketentuan pendaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik yéng
diatur dalam PP No. 24 Tahui 1997 sedangkan 30 % tidak

mengetahuinya.

4.1.4. Pelaksanaan pendaftaran beralihan hak atas tanah hak milik
- melalui Jual beli |
Pelai(sanaan peﬁdaftaran péralihan hak atas tang.h ha'k‘ milik di
kabupaten Banyumas .tidak terlepas dlari prosedur yang telah ditetapkan
oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena itu bagi pemohén yang
berkepentingan untuk merzldaftarkan. té_mahn.ya diwajibkan untull
memenuhi persyaratan yang ditentqkan.
. Untﬁk pendaftaran jual beli tanah yang ‘éudah bersertipikat
syarat-syaratnya adalah sebagéi beﬂkut ] |
a. Sertipikat asli dari tanah yang bersangkutan.-
b. Bukti bahwa tanah yang akan dijual tidak sedang dalam sengketa.
c¢. Surat tanda bukti pembayaran pendéftaran.' |
~ d. Surat kuasa (kalau penjual‘div‘vakilli oleh ‘seorang kuasa).

e. Ijin Mendirikan Bangunan (kalau ada barigunan yang ikut dijual).
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f. Melampirkan foto kopi KTP pembeli Flan penjual yang dilegalisir oleh
barnat setempat.
'g. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT.
Yang untuk jual beli tanah yaﬁg b'elum Serti'pikaf maka syaratnya adalah :
2. Akta jual beli dari PPAT. |
b. Surat Keterangan Pendafta;én Tanah (SKPT) dari—Kaﬁtor R_ertanahaﬁ
yang menyatakan antara lain tanal; sebagai berikut belum sertipikat.
" Bila tanah tersebut di luar kota SKPT diganti pernyataan tanah belum
 sertipikat yang dikuatkan Kepalg Desa dan Pemerintahan Desa. | :
c. Surat bukti hak tanah itu. |
‘d. Surat keterangan kepala desa dikuatkan Camat yang membenarkan
surat bukti hak tanah.
e. Surat tanda biaya pendaftaran pendaftaran tanah.
' Setelah syarat-syarat oleh peﬁmhoh dipenuhi serta pelr_nqhon |
- membayar biaya administrasi pendaftaran dan biaya ukur bilé belum
‘bersertipikat, lmaka kepédanya diberikan' kwitansi pembayaran dari
Kantor Pertanahan dan SKPT bila belum bersertipikat. |
Selanjutnya pembeli dan penjual bersama-sama dengan saksi yaitu

kepala desa /lurah dan seorang dari pemerintahan desa ﬁlenghadap PPAT -
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setempat dengan membawa surat-surat yang diperlukén untuk membuat
akta jﬁal beli. |

Akta jual beli yang dibﬁat oleh Camat yang bertinéak selaku
- PPAT, dibuat rangkap empat, antara lain :
a.‘ Lembar pertama yang asli untuk digimpan di PPAT.-
b. Lembar kedua dikirim ke Kantor Pertanahan setempat. | |
c. Lembar ketiga dan kéempa‘t dibérikan kepada perﬁohon atau

yang berkepentingan. | .

Pada dasarnya pihak yang dibebani membayar biaya pembuatan
" akta di kecamatan adalah pihak pembeli, namun dapat pula pembayarén ‘
biaya pembuatan akta dibebankan kepada kedua belah pihak atas dasar
kesepakatan bersama. |

Akta jual beli, sertipikat atauc SKPT dan warkah-warkah lainnya- |
-yang diperlukan untuk pembuatan akta segera dikirim ke Kantor
Pertanahan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah untuk dibukukan
‘ dalam daftar buku tanah dan dicatat pada sertipikétnya atas nama pemilik
baru kepadanya diberikan sertipikaf tanda bukti hak. Akta jual beli
beserta warkah-warkah lainnya dapat pula' dibawa sendiri oleh yang‘

. bersangkutan ke Kantor Pertanahan cq seksi pengukuran dan pendaftaran
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tanah, h;%ll ini dimaksudka’n ggar orang tersebut mengetahui proses
pendaftaran fanah. |

Jika terjadi jual beli tanah milik yang belum bersertif%l;at maka
" penjual diwajibkan untuk mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu setelah
diperoleh sertifikat atas na;'napenjual, pembeli mendaftarkan peralihan”
hak dan tanahnya kepada Kantor Pertanahan setem’hpat untgk di}akukan
peralihan haknya berdasarkan akta yang dibuat oleh pé_}abat yang
berwenang. Jadi pendaftaran peralihan atas tanah bersertifikat yang
terjadi karena jual be;li prosesnya lebih lama seBab sebelumnya harus
diadakan pengumuman selama 2 bulan berturut-tﬁrut di kantor Kepala
Desa / Lurah, kantor Kecamatan dan karitor.PertaAriahan dan penguklilran

atas bidang tanah tersebut.

4.1.5. Hambatan-ﬁambatan " yang Timbul dalam Pelaksanaan
Pendafta;ran Peralihan Hak Atas Tanah Hak Milik

- Pelaksanaan pendaftaran Peraliban Hak Atas ’ljanah' Hak Milik di

Kecamatan Banyumasr Kabﬁpaten Banyumaé dalam menjamin-képastian

hukum tidak terlepas 'dari hambatan-hambatan yang timbul dalam

prakteknya, walaupun hambatan yang .timbul tidak berat, namun pérlu

mendapatkan perhétian dalam penyelesaiannya.
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Hambatan-hambatan yahg_ timbul dalam pelaksanaan pendaftaran

peralihan hak atas tanah Hak Milik di Kabupaten Banyumas antara lain :

1.

2.

Kﬁraﬁgnya peralatan teknis;

Pada waktu petugas pengukur datang ke lokasi tanah yang akan
diukur, pemilik tanah belum memberikan tanda/tanda batas tidak jelas
sehingga tidak jarang petugas mengalami kes_ulit‘an dalam menentukan

batas-batas tanah yang akan diukur secara pasti; ’

Lokasi tanah yang akan diukur terletak di daerah pedesaan, misalkan

pegunungan (jauh dari Kantor Pertanz-a.hén)' sehingga. memerlukan

waktu lebih lama untuk memberitahukan léepadai pemohon maupun

desa ;

Permo_-honan tidék sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
sehingga ﬁermohonan yang seharusnya saat itu bi\;a didaftarkan
terpaksa ditangguhkan ;

Kurangnya penerangan atalu informasi yang diberikan oyﬁzhp.ihak

Kantor Perfanahan kepada masyarakat, terutama di daerah yang jauh

dari jangkauan Kantor Pertanahan.

Hambatan-hambatan yang timbul ‘dari masyarakat dalam

pelaksanaan pendaftaran peralihén hak atas tanah hak milik di kabupaten

Banyumas sebagai berikut :.



92

Masyarakat Kabupaten. Banyumaé. ‘terutama -di daerah pedesaan
berkeyakinan bahwa petuk/letter C dan D sebagai alalt bukti pemilik
yang sah dan cukup dijamin oleﬁ 'hykum dan. undang-undang,.
Sehingga kadang jﬁal beli cukup di bawah tangan.

Mésyarakat menganggap baﬁwa biaya yang- dibebankan . terlalul
mahal, karena untuk mendéftarkannya mereka dikenékan biaya
resmi dan biaya tidak resmi. |
 Adanya Biaya—biaja tersebut oleh pemilik tanah ‘dirasakan sangat
bérat sehingga mereka belum mau mendaftarkan tanahnya jika tidak
punya uang banyak.

Karena tanah yang dimiliki tidak luas dan harganya murah, sehingga
biaya pendaftaran peralihan hak tidak sebanding .dengan nilai harga
tanah yang dimiliki. Hal ini mendorong mereka untuk ~tidak
mendaftarkén peralihan haknya. |
Mekanisme kerja dari éparat pertanahan seksi pengukuran dan
pendaftaran tanah_ yang .Sll.llit dimengerti‘ secara mudgh oleh
masyarakat awam sehingga tanggépén masyarakat '/;:erhadap
pendaftaran.tanah dirasakan masih sangat kurang.

Bagi daerah yang sulit dijangkau, mereka ‘ti'dak tahu tentang syarat,

prosedur dan biaya peﬁdaftaran tanah.
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6. Adanya anggapan bahwa Karena proses pendaftaran . tanah terlalu
‘lama disamping itu prosedurnya berbelit-belit sehingga mereka -

enggan mendaftarkan tanah miliknya.

-4.2. Pembahasan
4.2.1. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Taﬁah Hak Milik Karena Jual -
Beli
Dari data-data yang telah penulis péroleh,. baik data penelitian
maupun data yang penulis peroleh dari kepustakaan, terlihat bahwa saat
bellralih,n)fa hak ‘milik dalam jual beli tanah adalah terjadi pada saat
- dibuatnya akta jual beli oleh PPAT. .' |
~  Hal tersebut diungkapkan juga oleh Bapak Sri Hartan%o (Staf
PPAT ‘I‘{ecamatan), ba‘hwa-hak dan kewajiban terhadap tanah (dalam jual
beii tan’gh) sudah beralih dari 'pen_j’uai pada pembeli pada saat dibuatnya
akta jual beli 61eh PPAT. Menurut penulis pendapat ini sangat tepat,
karena peﬁgertian ‘tunai/kontan dalam jual beli menurut huk’um' adat yang
dijadikan dasar oleh UUPA (Pasal 5 UUPA), mempunyai pengertian |
bahwa uang pembayarain harga tanah diserahkan pémbeli kepada pénjual, |

dalam hal ini menurut UUPA terjadi di muka PPAT.



o4

Sedangkan mengenai péndaftaran tanah seperti dikatékan (;leh
Bapak Ngadiman (Staf Seksi Pendaftaran _Tanahj sebenarnya hanya
merupakan syarat eidminis.trasi saja, sebagai bukti bahwa hak atas tanah
tergebut berada pada seseorang yang namanya tercantum pada sertiﬁkat

tersebut.

Menurut pendapat penulis pernyataan tersebut sudah tepat karena
peristiwa yang terpenting dalam jual beli tanah yéitu perélihan hak milik
terhadap tanah tersebut,. sebenamyansudah'selesai yaitu sejak dibuathya
akta PPAT. Sedan'gkan‘ pendaftaran tanah sebenarnya hanya untuk
mempertégas saja bahwa hak atas tanah tersebut sudah beraiih sehingga -

- perlu dicatat/didaftarkan. Hal ini sebagaimana dikatakan juga oleh Boed:

, Haféono béhﬁa pendaftaran tanah pada Kantor P;:ndaftaranA Tanah
" bukanlah merupakan syarat kons\titu';ip bagi terjadinya peralihan hak,
te.tapi' berfungsi untuk memperkuat dan memperluas kekuatan
pembuktiannya terutama terhadap pihak ketiga. |

Sistem terséb'ut sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum:
pertanahan barat, dimana peﬁdaftarén merupakan syarat mutlak bagi

terjadinya peralihan hak.
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Karena, hak rﬁilik belﬁmlah’ beralih dari penjual pada pembeli
sebelum adaﬁya penyerahan secara yuridis (juridische levering) yangi‘
dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.

Berdasarkan pendapat dari .bebefapa sarjana dapat diketahlii bahwa
tujuan dari peﬁdaftar;m tanah pada pokoknyé adalaﬁ untuk menciptai(én

adanya . kepastian hukum yang menyangicut bidang keégrariaan '

khususnya mengenai pemilikan dan penguasaan tanah.

4.2.2. Faktbr Penghambat dalém Pelaksanaan Pendéftar;ln Pe;'alihan
Hak atas Tanah Hak Milik Karena Jual Beli |
Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa faktor yang
menjadi penghambat di dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak
Milik adalah disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktof
hukum. |
Adapun faktor ekonomi tersebut dapat berupa mahalnya biaya
- yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, hal mana tidak hanya biaya
formal yang telah ditentukan melainkan faktor lainnya }‘fang_ bersifat
teknis. Sedﬁangka.n faktor hui(umnya adalah persyaratan yang banyak

serta prosedur yang rumit.
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‘Namun _apa.bila kita £elusuri lebih jauh sebagaimana yang
dil;afakan oleh Soerjono Soékantq‘. Dikatakan ada lima fahor yang
mempengé.;'uhi berlakunya suatu hukum, yéitu : | | :
1. Faktor hukumnya sendiri (undgr.ig—undang);' -
2. Faktor penegak hukumnya; o

* 3. Faktor sarana ataﬁ fasilitas per_ldukﬁng pelaksanaan hukum;

4. Faktor maéyarakat; ,

5. Faktor kebudayaan.

Dengan mengacﬁ kepada iaendapat tersebut maka Kecamatan
Banyumas Kabupaten Banyumas dimana faktor yang lebih dominan
adalah faktor yang ke-4 (faktor masj,farakaf) cian faktor ke-5 (faktor -
kebudayaan). |

Selain faktor tersebut di Iatas, juga disebabkan oléh faktor hukum,
dimana dapat kita ketahuit bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum
itu sendiri ki;ususnya pengetahuan tentang peﬁdaftaran peraliha'I’q hak atas
tanaﬁ Hak Milik seimbéng dalam arti aﬁtéra yang mengetahui dengan
yang tidak men:getahui adalah sama, hal ini berarti tiksi hukum yang
lnenyatakan ;emua orang tahu akan hn'lkum‘ tidaklah dapat diterima

seratus persen, hal lain juga disebabkan karena budaya hukum serta adat

! Soerjono Soekanto, Faktor-faktaf yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hal. 19.
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istiadat'sétempat, yang méngakibatkan adanya persepsi': yang salah dari,
pemegang hak milik mengenai pendaftaran peralihan hak. Adapun hal
yang perlu diketahui hukum yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun

1997 Tentang Péndaftaran ’l_“anah:

4.2.3: Usalia-_usaha Untuk Mengatasi ﬂambatan-hambatan faﬂg
.Terjadi Dalam Praktek
Usaha-usaha untuk mengatasi. hambatan-hambatan yang terjadi -
" dalam pelaksanaan pendaﬂarén tanah dal@ menjamin kepastian hukum
di Kabupaten Banyumas antara lain : |
1. Menambah peralatan. teknis di Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyumas dalam rangka menambah képasitas pemberian.sertiﬁkat
serta meningkatkan pembérian pelayanan kepada masyarakat
sehingga' penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat berjalan
sebagaimana diharapkan. | | |
2. Memberikan éeramah/penyul-uhan kepada seluruh camat yang adaE
di Kabupaten Banyumas dan sélanjutnya menginstruksikan kepada

camat untuk memberikan ceramah kepada Kepala Desa yang

membawahi wilayah kerjanya agar disampaikan icepada masyarakat



‘ o8
setempat | guna meningkatkan kesadaran masyarakat ai{én arti
pentingnya pendéftaran tanah.

Secara tutin diadakan ’penyuh.lhanl tentang prosedur, S}"E.ll'at
pendaftaran dan lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran tanah
terutaﬁa bagi masyarakat yang kurang informasi tentang
pendaftaran tanah.

_ Pihak kantor setempat menginstruksikan kepada Kepala Desa agar
setiap ada pertemuan sesudah selesai disinggung masalah arti
: pentiné dan tujuan pendaftaran tanah. |

Kantor ' pertanahan telah memberikan - kebijaksanaan kebada
masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya akan kewajiban
mendaftarkan ;capah _ miliknya, dengan diselenggarakannya
pendaftar;':ln tanah. '

Meningkatkan sumber déya manusia untuk para aparat/petugas di

Kantor Pertanahan.
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BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kegiatan pendaftaran tapah yang akan men;ghésilkan tanda bukti
hak atas tanah yang disebut sertipikat, merupakan .’salah satu tujuan
Undang-undéng Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan kewajil;an untuk
melakukan pendaftaran itu pada prinsipnya dibebankan pada
p‘éeinerintah. | |

Sertiﬁkat hak# atas. tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran
tanah yang berisi data fisik (keterangan tentang letak, bat;s, luas,
bangunan yang ada diatasnya) dan data yuridis (keterangan status tanah
dan bangunan yang didaftar pemegang hak. atas tanah), sehingga
berdasarkan uraian-uraian dalam bab—Bab terdahulu  ternyata
pelaksanaan pendaftaran pera;ihan hak milik atas tanah karena jual beli
di désa Sudagaran, kecamatan Banyumas-, kal:;upéten Banyumas sudah

dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997.
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5.1.1. Maka untuk faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan !
pensertipikatkan hak atas- tanah pada kantor pertanahan
berdasarkan PP No. 24 Tahun-1997 af}alah sebagai berikut :

1. Dari faktor rriasyafaka'f (pemegang hak atas tanah) adalah :

a. Ariggapan pelaksanaan pendaftaran péralihan hak milik
atas tanah tidak memiliki batas waktu yang jelas dan
pasti, dimana, kapan pun mereka dapat melaksanakan hal
fersebut dan dengan akta jual peli dianggap sudah cukup
sebagai tandé—tanda kepemilikan hak 'ataé tanah. -

" b. Faktor ekonomi, yaitu mahalnya biaya yang harus
dibayark masyarakat. N
2. Dari faktor pemeriﬁtah, dalam hgl ini Kantor Per‘ganéhan,
adalah :
a. Adanya kemampuan petugas yang perlu ditingkatkaﬁ.
b. Jumlah p@tugas yang ada belum -memadai 'u1:1tuk
" menyelesaikan volume pekierjaan’ selama ini.

¢. Petugas belum optimal dalam meléksanakan peraturan

PP No. 24 Tahun 1997.

5.1.2. Sedangkan peranan Kantor Pertanahan Banyumas adalah :
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a. Menerima sécara lengkap ldokumeﬁadokumen mengenai
‘syarat permohonan pensertifikatkan hak milik a.tas tanah
karena jual beli sekaligus' menolak memproses peﬁbuatan
sértiﬁkat hak atas tar}ah tefsebut setelah adanya surat dari
* Kepala Desa Sudagaran perihal permoﬂonan pembuatan
.sertipikat atas nama pembeli tanah tersebut yang isi surat
tersebut mohon ‘dipending pemrosesan penertipikatan tanah
tersebut. |
'b. Dengan demillcian Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
| belum melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pasal
25,26,27,30 ayat 1 huruf c,dr dan e dari PP No. 24 tahun
1997. Sehinnga terkesan Kantor Pertanahan ﬁdak optimal
berperan aktif dalam‘. meléksanakan PI" tersebut dan
menyerahkan seluruh ﬁerselisihan yang ‘ad’a pada masyarakat
sendiri k'éreri.ﬁ tidak mau repot' terhadap kons_ekuehsi tugas
dan tanggungjaWabnya selaku aparat dari pemerintah.
5.1.3 Cara yang ditempuh guna menefbitkan sertifikat hak atas tanah
dalam kasus tersebut adalah :
. Pembeli yang sudah memenuhi ségala .pr‘osedur hukum

‘pelaksanaan jual beli tersebut terpaksa melakuk_aﬁ gugatan di

(UPT-PHSTAK-UNMP)
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Pengadilan Negeri Banyumas, guna ﬁlemperoleh sertifikat
hak Iﬁilik atas tanalﬁ karena ta_nah yang dibelinya ditempati
‘oleh orang yang ‘tidak merilpunyai‘ hak terhadap tanah

tersebut, dan itu mei:upallcan pilihan terakhir, karena upaya
damai_yang dilaiqukan Kepala Desa, Panitera Perzlgéd‘ilan

Negeri Banyumas tidak memperoleh hasil.

Saran-saran

Ténpa bermaksud untuk menggeneralisasi,v analisa terhadap
beberapa. kasus dalam hal ini berkenaan dengan masalah tanah,
menunjukkan adanya berbagai hal yang memer{ukan perhatian, demi
peningkatan program pen.lerint;ahA dan perlindungan. ‘hﬁkum bagi
masyarakat -pemilik hak atas tanah, karena tidak dipungkiri bahwa
masalah tanah dilihat dari segi yurldlsnya saja merupakan hal yang
tidak sederhana pemecahannya_dalam suatu kasus, maka séran—saran.
bagi yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1.- Tersedianya ten'ag;a ahli yaﬁg-profesional, tata kerja yang jelas
dan ‘tersedianya. data pendukung yang diperlukan yang akan
berdampak terhadap ketepatan waktu penyelgsaian sengketa

(pelatihan-pelatihan, kursus—kursﬁs):



103

Perlu adanya. .peningkétaﬁ lpenlgadaan penyuluhan-penyuluhan.
hukum khususnya mengenai pendafta{an peralihaﬁ hék milik atas
* tanah karena jﬁal beli ‘pada masyaraka].t- oleh Kantor I;ertanahan
yaﬁg bekerja sama dengan/ aparat tingkat kecamatan dan desa
atau kelurahan. | |
Dii‘_mbangi kerjasama antara pihak Kantor Pertanahan yang perlu‘
ditingkatkan dan harus dibina terus.

Perlu adénya peraturan yaﬂg tegas - mengenai- batas waktu
Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Hak Milik dan séﬁksi bagi -
yang tidak melaksanakannya (pihak pemegang hak atas taﬁah). |
. Perlu adanya peraturan dan sénksi yang tegas mengenal batas
waktu pengeluaran’antara permoﬁonan penseri:iﬁkatan. hak mililé
atas tanéh sampai terbitnya sertifikat hak milik atas tanah (pihak

pelaksana/aparat pendaftaran tanah).
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